Standar Operasional
Prosedur

2024

B 022 20662080
™4 bpkad@cimahikota.go.id
bpkad.cimahikota.go.id
bpkadcimahi
Bpkad Cimahi Channel

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

JI. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Cimahi



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
~ ~° BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1

4 M JIn. Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Cihanjuang Cimahi 40513
N@Y, imailbpladacimanikots.go.id. Telp. (022) 20662080, Fax (022) 20662080-12
"’m“wj Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 068 / Kep. (, -BPKAD /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan
kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai
kebutuhan masyarakat yang selaras dengan
kemampuan dan Kkewenangan penyelenggara, setiap
penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan

Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 5357);



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

4, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2018 Nomor 232).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN
2024

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Cimahi 2024 sebagaimana tercantum
dalamm Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Cimahi meliputi jenis pelayanan :

Pelayanan Konsultasi SIPD dan Aplikasi Uptodate;

Pelayanan Perpanjangan STNK;

Pelayanan Usulan SSH;

Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan BMD;

Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD dan BLUD;

Pelayanan Rekonsiliasi Data Transaksi Keuangan;

Pelayanan Verifikasi SPM;

Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Murni;

Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Pergeseran,;

10 Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Perubahan.
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KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.



KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 'S November 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
ANASET DAERAH KOTA CIMAHI




Lampiran
Nomor :oeg/isef. 6t-Berap (2824
Tanggal :1& vovem RER 2034

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PER JENIS PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

1. Pelayanan Konsultasi SIPD dan Aplikasi Uptodate

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum : {a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

€. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Cimahi
2 | Persyaratan : |a. Surat Permohonan Konsultasi dari
Pelayanan Perangkat Daerah
b. Lembar Konsultasi
3 | Sistem : Pelayanan konsultasi tatap muka
Mekanisme dan mengenai SIPD dan Uptodate antara
Prosedur lain :

a. Pemohon mendatangi kantor BPKAD
Kota Cimahi dan mengisi formulir
permohonan konsultasi di desk
pelayanan.

b. Staf pada desk pelayanan menerima
dan menyampaikan formulir konsultasi
kepada petugas konsultasi.

¢. Pemohon diterima oleh petugas
konsultasi

d. Pemohon mendapatkan saran,
pendapat, dan rekomendasi dari
petugas konsultasi terhadap
permasalahan yang disampaikan.

4 {Jangka Waktu : 1 (satu) hari kerja

5 | Biaya/Tarif : Gratis

6 | Produk : Lembar Konsultasi SIPD dan Uptodate
Pelayanan

7 | Sarana, : Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor

Fasilitas



Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi

Kompetensi
Pelaksana

o o

Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Telah Mengikuti Pelatihan Penggunaan
SIPD

Memiliki Integritas

Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi SIPD serta
Uptodate

Pengawasan
Internal

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

10

Penanganan,
pengaduan,
saran dan
masukan

Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
di Web BPKAD, Survey Indeks
Kepuesan Masyarakat setiap semester
dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080

11

Jumiah
Pelaksana

o

moe a0 o

= 0

17 (enam belas) orang yang terdiri dari :
Kepala Bidang Akuntansi dan
Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Kepala Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran
Kepala Sub Bidang Penyusunan
Anggaran

5 (lima} orang staf perbendaharaan

5 (lima) orang staf anggaran

1 (satu) orang staf sekretariat

12

Jaminan
Pelayanan

Jadwal pelayanan setiap hari kerje
Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

Sub Kegiatan Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluesi Kinerja Per Triwulan

2. Pelayanan Perpanjangan STNK




NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi
2 | Persyaratan Surat Pengajuan Perpanjangan STNK
Pelayanan dari Perangkat Daerah
3 | Sistem Perangkat Daerah menyampaikan
Mekanisme dan Surat Pengajuan Perpanjangan STNK
Prosedur
Petugas menerima, meneliti dan
memeriksa Surat Pengajuan
Perpanjangan STNK
Petugas menyusun surat pengantar
perpanjangan STNK Kendaraan
Perangkat Daerah
4 | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja
5 | Biaya/Tarif Gratis
6 | Produk Surat Pengantar Perpanjangan STNK
Pelayanan
7 | Sarana, Serane: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Barang Milik Daerah
Memiliki Integritas
Mampu berkcordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif
Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser
9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah
10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080
11 j Jumlah 2 {dua)} orang terdiri dauri :

Pelaksana




Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan
Inventarisasi BMD

1 orang staf bidang Pengelolaan BMD

12 | Jaminan Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu
13 | Jaminan Program Pengelolaan Barang Milik
Keamanan dan Daerah
Keselamatan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
Pelayanan Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang
Milik Daerah
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan
Pelaksana

3. Pelayanan Usulan SSH

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun
2023 tentang Standar Harga
Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun
2024

Persyaratan
Pelayanan

Dokumen Usulan Kebutuhan
Data dukung survey

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

Perangkat Daerah menyampaikan
usulan item barang

Petugas verifikasi meneliti dan
memeriksa dokumen pengajuan usulan
Petugas menerima surat usulan item
barang dari Perangkat Daerah terkait
barang yang akan disurvey

Jangka Waktu

1 (satu) hari kerja

Biaya/Tarif

Gratis

Produk
Pelayanan

Usulan Standar Harga Barang




7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas

Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi a. Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah

b. Telah Mengikuti Pelatihan Penyusunan
Standar Harga Satuan

c. Memiliki Integritas

d. Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

e. Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan penyusunan
Standar Harga Satuan

9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah

10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor

Telepon : 022 20662080

11 | Jumlah 1 orang
Pelaksana

12 | Jaminan a. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB

b. Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13 | Jaminan a. Program Pengelolaan Barang Milik
Keamanan dan Daerah
Keselamatan b. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
Pelayanan Daerah

¢. Sub Kegiatan Penyusunan Standar
Harga

14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan

Pelaksana

4. Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan BMD

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum : | a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4

Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah




2 | Persyaratan a. Surat Permohonan Konsultasi dari
Pelayanan Perangkat Daerah
b. Lembar Konsultasi
3 | Sistem Pelayanan konsultasi tatap muka
Mekanisme dan mengenai Pengelolaan BMD antara lain
Prosedur :

a. Pemohon mendatangi kantor BPKAD
Kota Cimahi dan mengisi formulir
permohonan Kkonsultasi di desk
pelayanan.

b. Staf pada desk pelayanan menerima
dan menyampaikan formulir konsultasi
kepada petugas konsultasi.

¢. Pemohon diterima oleh petugas
konsultasi

d. Pemohon mendapatkan saran,
pendapat, dan rekomendasi dari
petugas konsultasi terhadap
permasalahan yang disampaikan.

4 | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja
5 {Biaya/Tarif Gratis
6 | Produk Lembar Konsultasi Pengelolaan BMD
Pelayanan
7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi a. Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Barang Milik Daerah

b. Memiliki Integritas

¢. Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

d. Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser

9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah

10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor

Telepon : 022 20662080

11 | Jumlah 9 (sembilan} orang terdiri dari :
Pelaksana a. Kepala Bidang Pengelolaan BMD

b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

c. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan
Inventarisasi BMD

d. 6 orang staf bidang Pengelolaan BMD

12 | Jaminan a. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
b. Pelayanan yang profesional dan tepat

waktu




10

13 | Jaminan Program Pengelolaan Barang Milik
Keamanan dan Daerah
Keselamatan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
Pelayanan Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang
Milik Daerah
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan
Pelaksana

5. Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

dan BLUD

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah {PP} Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44
Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kota
Cimahi

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi

Persyaratan
Pelayanan

Surat Permohonan Konsultasi dari
Perangkat Daerah

Lembar Konsultasi

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

Pelayanan konsultasi tatap muka
mengenai Penyusunan Laporan
Keuangan antara lain :

Pemohon mendatangi kantor BPKAD
Kota Cimahi dan mengisi formulir
permohonan konsultasi di desk
pelayanan.

Staf pada desk pelayanan menerima
dan menyampaikan formulir konsultasi
kepada petugas konsultasi.

Pemohon diterima oleh petugas
konsultasi

Pemohon mendapatkan saran,
pendapat, dan rekomendasi dari
petugas konsultasi terhadap
permasalahan yang disampaikan.

Jangka Waktu

1 {satu) hari kerja

Biaya /Tarif

Gratis

S|

Produk
Pelayanan

Lembar Konsultasi Penyusunan
Laporan Keuangan
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7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas

Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi a. Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah

b. Telah Mengikuti Pelatihan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

¢. Memiliki Integritas

d. Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

e. Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan penyusunan
laporan keuangan

9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah

10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor

Telepon : 022 20662080
11 | Jumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
Pelaksana a. Kepala Bidang Akuntansi dan
Perbendaharaan
b. Kepala Sub Bidang Akuntansi
¢. 6 (enam) orang stef Sub Bidang
Akuntansi

12 | Jaminan a. Jadwal pelayanan setiap hari kerja

Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
b. Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13 | Jaminan a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
g:zglman b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah
c. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan

Pelaksana
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6. Pelayanan Rekonsiliasi Data Transaksi Keuangan

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2 | Persyaratan Dokumen keuangan yang dibutuhkan
Pelayanan
3 | Sistem Bendahara atau yang ditunjuk dari
Mekanisme dan Perangkat Daerah membawa dokumen
Prosedur keuangan kepada petugas rekonsiliasi
Petugas meneliti dan memeriksa
Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
Bendahara atau dari Perangkat Daerah
pemohon mendapatkan Berita Acara
hasil rekonsiliasi
4 | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja
5 | Biaya/Tarif Gratis
6 | Produk Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
Pelayanan
7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fagsilitas Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah
Memiliki Integritas
Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif
Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan verifikasi SPM
9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah
10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080
11 { Jumlah 13 {tiga belas) orang yang terdiri dari :
Pelaksana Kepala Bidang Akuntansi dan

Perbendaharaan




a0

13

Kepala Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
10 (ima} orang staf Bidang Akuntansi
Perbendaharaan

12

Jaminan
Pelayanan

Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Per Triwulan

7. Pelayanan Verifikasi SPM

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomeor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Persyaratan
Pelayanan

Surat Perintah Membayar (SPM)
UP/GU/TU/LS yang diterbitkan oleh
Perangkat Daerah melalui aplikasi SIPD
Surat Permohonan Pembayaran (SPP)
UP/GU/TU/LS yang diterbitkan oleh
Perangkat Daerah melalui aplikasi SIPD
Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Verifikasi UP/GU/TU/LS yang
diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan Perangkat Daerah

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
UP/GU/TU/LS yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran Perangkat Daerah
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Dokumen-dokumen berkas pencairan
sesuai Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

3 | Sistem Bendahara atau Staf yang ditunjuk dari
Mekanisme dan Perangkat Daerah pemohon membawa
Prosedur dokumen pengajuan SPM kepada

petugas verifikasi pada desk pelayanan
Petugas verifikasi meneliti dan
memeriksa SPM Perangkat Daerah
Bendahara atau Staf dari Perangkat
Daerah pemohon mendapatkan tanda
terima berkas SPM apabila SPM
dinyatakan lengkap dan benar atau
berkas SPM dikembalikan untuk
diperbaiki apabila masih terdapat
kesalahan

4 ; Jangka Waktu 2 (dua) hari kerja

5 | Biaya/Tarif Gratis

6 | Produk Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Pelayanan Dana (SP2D)

7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,

Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi

8 | Kompetensi Mengikuti Pelatihan Pengelolaan

Pelaksana Keuangan Daerah
Memiliki Integritas
Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif
Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan verifikasi SPM

9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah

10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor

Telepon : 022 20662080

11 | Jumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

Pelaksana Kepala Bidang Akuntansi dan
Perbendaharaan
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
5 (lima) orang staf Sub Bidang
Perbendaharaan

12 { Jaminan Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB

Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13 | Jaminan Program Pengelolaan Keuangan Daerah




Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

15

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Arus Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Potongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Per Triwulan

8. Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Murni

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi

Pedoman Umum Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

9 Persyaratan Dokumen RKA Perangkat Daerah
Pelayanan
3 Sistem Perangkat Daerah menyampaikan RKA
Mekanisme dan Perangkat Daerah
Prosedur Petugas asistensi meneliti dan
memeriksa dokumen RKA Perangkat
Daerah
Petugas memberikan catatan terkait
RKA Perangkat Daerah
4 | Jangka Waktu 1 {satu) hari kerja
5 | Biaya/Tarif Gratis
Produk Lembar Asistensi RKA
Pelayanan
Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
7 | Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
3 Kompetensi Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah

Telah Memahami Proses Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah

Memiliki Integritas

Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Pengawasan
Internal

Kepala Badan Pengeloia Keuangan dan
Aset Daerah

10

Penanganan,
pengaduan,
saran dan
masukan

Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
di Web BPKAD, Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat setiap semester
dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080

11

Jumiah
Pelaksana

8 (delapan) orang yang terdiri dari :
Kepala Bidang Anggaran

Kepala Sub Bidang Penyusunan
Anggaran

Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran
5 {lima) orang staf Sub Bidang
Anggaran

12

Jaminan
Pelayanan

Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA-SKPD

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Per Triwulan

9. Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Pergeseran

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi
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Pedoman Umum Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

2 | Persyaratan a. Dokumen RKA Perangkat Daerah
Pelayanan
3 | Sistem a. Perangkat Daerah menyampaikan RKA
Mekanisme dan Pergeseran Perangkat Daerah
Prosedur
b. Petugas asistensi meneliti dan
memeriksa dokumen RKA Pergeseran
Perangkat Daerah
c. Petugas memberikan catatan terkait
RKA Pergeseran Perangkat Daerah
4 | JJangka Waktu 1 {satu) hari kerja
5 | Biaya/Tarif Gratis
6 | Produk Lembar Asistensi RKA Pergeseran
Pelayanan
7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas
Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi a. Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah
b. Telah Memahami Proses Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
¢. Memiliki Integritas
d. Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif
e. Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah
10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080
i1 { Jumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari :
Pelaksana
a. Kepala Bidang Anggaran
b. Kepala Sub Bidang Penyusunan
Anggaran
c. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran
d. S5 (lima) orang staf Sub Bidang
Anggaran
12 | Jaminan a. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
b. Pelayanan yang profesional dan tepat
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waktu
13 | Jaminan Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Keamanan dan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Keselamatan
Rencana Anggaran Daerah
Pelayanan
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan
Pelaksana

10. Pelayanan Verifikasi RKA dan DPA Perubahan

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48
Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cimahi
Pedoman Umum Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
2 | Persyaratan Dokumen RKA Perangkat Daerah
Pelayanan
3 | Sistem Perangkat Daerah menyampaikan RKA
Mekanisme dan Perubahan Perangkat Daerah
Prosedur
Petugas asistensi meneliti dan
memeriksa dokumen RKA Perubahan
Perangkat Daerah
Petugas memberikan catatan terkait
RKA Perubahan Perangkat Daerah
4 | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja
5 | Biaya/Tarif Gratis
6 | Produk Lembar Asistensi RKA Perubahan
Pelayanan
7 | Sarana, Sarana: Meja, Kursi, Almari, Komputer,
Prasarana Printer, Fasilitas Telekomunikasi, Alat
dan/atau Tulis Kantor
Fasilitas
Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon,
Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip/Dokumentasi
8 | Kompetensi Telah Mengikuti Pelatihan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan Daerah

Telah Memahami Proses Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah

Memiliki Integritas

Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan efektif

Mampu mengoperasikan MS office, Web
Browser dan aplikasi yang
berhubungan dengan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

9 | Pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Internal Aset Daerah
10 | Penanganan, Kotak pengaduan, FAQ dan SP4N Lapor
pengaduan, di Web BPKAD, Survey Indeks
saran dan Kepuasan Masyarakat setiap semester
masukan dalam tahun berjalan dan Nomor
Telepon : 022 20662080
11 | Jumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari :
Pelaksana Kepala Bidang Anggaran
Kepala Sub Bidang Penyusunan
Anggaran
Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran
5 (lima) orang staf Sub Bidang
Anggaran
12 | Jaminan Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Pelayanan Senin s.d Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan yang profesional dan tepat
waktu
13 | Jaminan Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Keamanan dan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Keselamatan Rencana Anggaran Daerah
Pelayanan
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Per Triwulan

Pelaksana

KEPALA BADAN PENGELOLA




PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

§.°% BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

' ANA JIn. Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Cihanjuang Cimahi 40513
\:%‘».R 4 Email.bpkad@cimahikota.go.id. Telp. (022) 20662080, Fax (022) 20662080-12
LS Cimahi 40513

_____ s

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR: 068 [/ Kep. ©9 -BPKAD / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan
kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai
kebutuhan masyarakat yang selaras dengan
kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap
penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan

menerapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 5357);



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pelayanan Publik {Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2018 Nomor 232).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2024

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi meliputi :

1. Penyusunan Renja;

2. Penyusunan Renstra;

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja;

4. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja;

5. Evaluasi Kinerja;

6. Pembuatan Surat Edaran Asistensi RKA SKPD;

7. Pelaksanaan Asistensi RKA;

8. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Nota Keuangan
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

9. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan APBD dan

Rancangan Perubahan Anggaran;

10. Pengumpulan Data Transaksi Keuangan;

11. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Transaksi
Operasional Kas;

12. Pelaksanaan Asistensi Laporan Realisasi Anggaran;

13. Pelaksanaan Asistensi Laporan Operasional;

14, Pelaksanaan Asistensi Laporan Perubahan Ekuitas;

15. Pelaksanaan Asistensi Neraca;



KETIGA

KEEMPAT

16. Pelaksanaan  Asistensi Catatan Atas Laporan
Keuangan;

17. Pelaksanaan Verifikasi Pembebanan Rincian Rekening
Belanja dan Penelitian Dokumen SPM;

18. Penerbitan SP2D;

19. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah;

20. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Realisasi
APBD Secara Periodik;

21. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;

22. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah:;

23. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

24. Pembukuan Barang Milik Daerah;

25. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pinjam Pakai);

26. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Sewa);

27. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah;

28. Penyusunan Standar Harga Satuan;

29. Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Daerah;

30. Pelaksanaan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah
(Menggunakan Jasa Penilai Pemerintah);

31. Penatausahaan Persediaan Pengelola Barang;

32. Penatausahaan Persediaan Pengguna Barang;

33. Penatausahaan Persediaan Kuasa Pengguna Barang.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh
Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala
Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2o Desember 2024
//P-‘NTA,L;
&
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nomor SOP
Tgl Pembuatan 1D ber 2021
Tel Revisi D er 2024
Tgl Efektif _-._“Qgs_e;glber 2024
Disahkan Oleh map P,Engewa Keuangan dan
k Aset Da "Cimahi
] -
/ Q

{ aJ =,

|

il

\
Narna SOP \ Daerah

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. PermePAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

)
1. Memiliki Kemampuan Pengdlg:r;b:t. Ser
07 A

2. Mengetahui Tugas dan Fungsi
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Meka sme. thﬁlmaan dan Pelaporan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1. Komputer
2. 50F Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2. Intemnet
3. S0P Pengukuran Kinerja 3. Alat Tulls
- 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keterlambatan penyusunan Renja akan berdampak pada keterlamb lal Disimpan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah
= haan keuangan
No Kegiatan Pelak Mutu Baku
Kepala Badan Sekretaris lafung Perencana Staf Kelengkapan ‘Waktu Qutput
1  [|Kepala Badan menugaskan Agenda Kerja 5 Menit Disposisi
Sekretaris untuk memproses
penyusunan Renja
2 |Sekretaris memerintahkan Jafung Disposisi 5 Menit Disposisi
Perencana untuk menyusun Renja
3 |Jafung Perencana menyusun Disposisi 4 Minggu Konsep Renja,
Rancangan Renja lalu = Disposis
menyerahkannya kepada Sekretaris
4 |Sekretaris mengoreksi konsep Konsep Renja 1 Minggu Rancangan
Rancangan Renja, jika disetujui Renja,
Rancangan Renja akan diserahkan TIDAK Disposisi
kepada Kepala Badan, jika tidak
Rancangan Renja akan diserahkan
kemball kepada Jafung Perencana
untuk diperbaiki
TIDAK
5 |Kaban memeriksa Rancangan Renja Rancangan Renja 1 Minggu Dokumen
,ika disetujui Renja ditandatangani Renja,
dand hi J s, Dispaosisi
jika tidak dlkernbalikan kepada YA
Sekretaris untuk diperbaiki
6 k is yerahkan dok Dokumen Renja 10 Menit Disposisi
Renja kepada Jafung Perencana |
7 |Jafung Perencana menyerahkan Dokumen Renja 10 Menit Dispaosisi
dok 1 Renja kepada staf
program untuk didokumentasikan
8 |Staf program mendokumentasikan Dokumen Renja 2 Jam Dokumen
dokumen Renja Renja,
Disposisi




Nomor S0P 2

CiMAHI

|Tg! Pembuat 1 Desember 2021

Tgl Revisi _Deselnber 2024
Tgl Efektif P ““ﬁgﬂhm 2024
\J Disahkan Oleh e khpdafa Badan Pengelola Keuangan dan Aset

BADAN PENGELOLA KEUANGAN /
DAN ASET DAERAH i
KOTA CIMAHI ({4

Nama SOP e Pk
! o r N
DASAR HUKUM Kualifikasl Pelaksana v~ 4 REUGS

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Memiliki Kemampuan Pen&.lg}an Opta a‘(_‘_ /
Nasional 2. Mengetahul Tugas dan Fungsi Sistem osedur Pemerintahan

2. PermePAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekani ‘Perencanaan dan Pelaporan
Op I dur A Pemerintat

3. Permendagri No 77 Tahun 2020 Ped Teknis Pengelolaan Keuang
Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2. Internet
2. S0P Pengukuran Kinerja 3. Alat Tulis
3. 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

=
eter

Renja

akan berdampak pada keterlambatan peny Disimpan sebagal dok perencanaan perangkat daerah

Pelaksana Mutu Baku

Ny
? Kaban Sekertaris Jafung Perencana Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Kaban menugaskan
Sekretaris untuk
memproses

penyusunan Renstra Agenda Kerja 5 Menit Disposisi

2 |Sekretaris 3
memerintahkan Jafung
Perencana untuk | Disposisi 5 Menit Disposisi
|menyusun Renstra J.

3 Jafung Perencana
|menyusun Renstra [alu
menyerahkannya
kepada Sekretaris

Konsep Renstra,

Disposlsi 4 Mi
ot e Disposisi

4 |Sekretaris mengoreksi
|konsep Rancangan
Renstra, jika disetujui
|Rancangan Renstra TIDAK
akan diserahkan
kepada Kepala Badan,
jika tidak Rancangan
Renstra akan

di hian k

-

Rancangan
Renstra, Disposisi

Konsep Renstra 1 Minggu
|kepada Jafung
|Perencana untuk
diperbaiki

5 Kaban memeriksa
Rancangan Renstra,
jika disetu]ul Renstra
|ditandatangani dan YA
diserahkan kepada Rancangan Renstra |1 Minggu ok
Sekretarls , jika tidak Disposisi
dikembalikan kepada
Sekretaris untuk
ldlperbaiki

Dokumen Renstra,

Sekretarls

menyerahkan dokumen L
Renstra kepada Jafung Dokumen Renstra |10 Menit Disposisi

|Perencana

7 Jafung Perencana
menyerahkan dokumen
Renstra kepada staf >
program untuk
didokumentasikan

Dokumen Renstra 10 Menit Disposisi




Staf program
mendokumentasikan
dokumen Renstra

Dokumen Renstra

2Jam

Dokumen Renstra,
Disposisi
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nomor SOP 3

| Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan Oleh

Daerah

DASAR HUKUM

Nama S0P Pefgrisunan Perjanjian Kinerja P
“\

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2, PermePAN-RE Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Ad Pemerintahan

3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelak So 1 pp wf O L
1. Memiliki Kemampuan Nnﬁﬁ'ﬂ;ﬁa_sedw{

2. Mengetahul Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahul Tugas dan Fungsl Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. 50P Peny F gkat Daerah
2. 50P P inan Renja P gkat Daerah
2. SOP Pengukuran Kinerja

3.

1. Komputer
1. Internet
3. Alat Tulis
4, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

|Perjanjian Kinerja berpengaruh kepada pencapalan Target Kinerja Individu dan
Organisasi

Disimpan sebagal pendukung dokumen perencanaan perangkat daerah

Mutu Baku

No

Kaban Sekertaris

Jafung Perencana Staf Kelengkapan Waktu

Qutput

1 Kaban menugaskan
Sekretaris untuk
memproses
penyusunan Perjanijian
Kinerja

agenda kerja 5 menit

disposisi

2 Sekretaris
Imemerintahkan Jafung
Perencana untuk
menyusun Perjanjian
Kinerja

disposisi 5 menit

disposisi

3 Jafung Perencana
menyusun Perjanjian
Kinerja lalu
menyerahkannya
|kepada Sekretaris

disposisi 6 minggu

konsep PK.
Disposisi

4 Sekretaris mengoreksi
konsep Rancangan
Perjanjian Kinerja, jika
disetujui Rancangan
Perjanjian Kinerja akan
diserahkan kepada
Kepala Badan, jika tidak
|Rancangan Perjanjian
Kinerja akan diserahkan
kembali kepada Jafung
Perencana untuk
diperbaiki

TIDAK YA

konsep PK 1 minggu

TIDAK

Draft PK, Disposisi

5 kaban memeriksa
Rancangan Perjanjian
Kinerja , jika disetujui
Perjanjian Kinerja
ditandatangani dan
diserahkan kepada
is, jika tidak
dikembalikan kepada
Sekretaris untuk
diperbaiki

Draft Pk 1 minggu

Dokumen PK,
Disposisi

[ Sekretaris I

menyerahkan dokumen
Perjanjian Kinerja
kepada Jafung
Perencana

Dokumen PK 10 menit

Disposisi




Jafung Perencana
menyerahkan dokumen
Perjanjian Kinerja
kepada staf program
untuk
didokumentasikan

Dokumen PK

10 menit

Disposisi

Staf program
mendokumentasikan
dokumen Perjanjian
Kinerja

Dokumen PK

2jam

Dokumen PK,
Dokumentasl




Nomor SOP la
CiInAR Tgl Pembuatan .ol Desember 2021

Tel Revisi e mber 2024
& Tgl Efektif ’ AR r 2024
u Disahkan Oleh Pengelola

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

5.7d..M.M
7101992011001
Nama SOP 5 an Kinerja PerangkatDaersh |
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana oy W
1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sedefha y
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui Tugas dan Fungsl Sistem dan Proseduf Pemerintahan
2. PermePAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan
Op ional P dur Administrasi Pemer
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1. Komputer
2. S0P Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2. Internet
2. 50P Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. Alat Tulis
3. SOP Evaluasi Kinerja 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disl L i duk dok perencanaan perangkat daerah

Perjanjian Kinerja berpengaruh kepada pencapaian Target Kinerja Individu dan Organisasi

Mutu Baku
No Uralan Kepala Badan Sekretaris

Kelenghapan | Waitu Output Ket

Bidang

1 |Kepala Badan memberikan Perintah untuk

pengukuran kinerja

agenda kerja 5 menit disposisi

2 |Sekretaris menyusun Tim Penyusun LKIP
Badan

disposisi 1 Hari SK

4 |Tim LKIP melaksanakan pengukuran kinerja

Rancangan Hasil
Pengukuran

disposisi, SK,

2 Min,
Data Monev 88y

Tim LKIP
3 |Pengumpulan data oleh Tim LKIP yang
terdiri dari data monev per triwulan dan
data-data lain dari tiap bidang dispasisl, SK 1 Minggu Data Monev

5 |Hasil pengukuran kinerja dibahas bersama
dan di reviu internal oleh bidang Fembahasan disposisi, SK,
Monev, Rancangan Hasil
¥ Rancangan 1 Minggu
Hasil Pengukuren
Pengukuran
6 |Hasll Penguk Kinerja D pkan oleh
Kepala Badan SK, Rancangan Dok
= —_— Hasil 1 Hari Pengukuran
Pengukuran Kinerja
7 |Pengukuran Kinerja Dilaporkan dan di Dok
arsipkan Pengukuran 2 Jam Dokumentasi

Kinerig




SOP EVALUASI KINERIA

Nomor SOP 5
cimaMl | Tgl Pembuatan 1 Desember 2021
Tgl Revisi Desember 2024
Tgl Efektif Desember 2024
u Disahkan Oleh Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan, Daerah Kota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama SOF
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Memiliki Pengolahan Data Sed ']
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan r Pemerintahan
2. PermePAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar 3. Mengetahui Tugas dan Fungsl Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan
Op ional Prosedur A 1P i

3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1, SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2. Internet
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. Alat Tulis
3, SOP Pengukuran Kinerja 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Ferjanjian Kinerja berpengaruh kepada pencapaian Target Kinera individu dan Disimpan sebagal pendukung dok per perangkat daerah
o ;
No Uratan Kepala Badan Selaretaris Jafung Perencana i T Bidang MLt Bake
dan Laporan Kelengkapan Waktu Cutput Ket
1 Kepala Badan memberikan agenda kerja 5 menit disposisi
|perintah untuk pelaksanaan __._ e
|evaluasl kinerja
2 |Sekretaris menyiapkan data kinerja| dispaosisi 1 Minggu Data Kinerja
dari bidang terkait w
3 |Jafung Perencana menganalisis | disposisi, Data | 1 Minggu Rancangan
Capaian Data Kinerja Analisis Data L | Kinerja Analisis Evaluasi
Kinerja
4 lafung Perencana menyerahian I Rancangan 10 Menit Rancangan
Laporan Hasil Analisis Capaian Analisis Analisis Evaluasi
Kinerja kepada Sekretaris Evaluasi Kinerja Kinerja
5 |Sekretarls menyusun Jadwal ; disposisi, 5K, 1 Hari ladwal
|Pembahasan Capaian Kinerja - Data Monev, Pembahasan
Rancangan
Analisis
Evaluasi Kinerja
6 Rapat Evaluasi Kinerja Internal disposisi, 5K, 1 Harl Dok Evaluasl
Dengan Bidang-bidang Dipimpin P Data Monev, Kinerja
Kepala Badan - {1 Rancangan
Analisis
Evaluasi Kinerja
7 Hasil Pembahasan Evaluasi Kinerja I Dok 2 Jam Dokumentasl
Internal di arsipkan dan dibagikan | Pengukuran
ke setiap bidang untuk menjadi - Kinerja
bahan perbalcan | E—




SOP EVALUASI KINERJA

Nomeor S0P
|Ti! Efektif
V Disahkan Oleh
Nama SOP . [ETp
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Na 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Perencanaan Anggaran v
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kmngan Daerah
5. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Ped: Teknis Peng) gan Daerah
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Badan P dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet
2. S0P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis
4. Alat Komunikasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Mablla Pelaksanaan verifikasi Rencana Ker]a An;gam Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai data ele} ik da 1
bat dilak kan maka peny 1 pelak anggaran SKPD akan tertunda - eai A
PELAKSANA MUTL BAKU
KET
Ma REGUETAN KABAN KABID TEASUBID STAF KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
1{Kaban memerintahkan kabid perencanaan Disposisi 5 menit Disposisi
anggaran dan aset untuk melaksanakan
asistensi rka skpd secara terpusat
2|Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Disposisi 2 jam RKA yang telah
Aset memerintahkan kepada kepala sub diverifikasi
bid anggaran untuk menyusun surat * -
beserta jadwal asistensi rka terpusat
3| Kepala Sub Bid Anggaran mengonsep Draft Surat dan |3 minggu Tanda Terima
surat beserta jadwal dan menyerahkan Jadwal
{kembali kepada kepala bidang anggaran
TIDAK]
4|Kepala Bidang Anggaran mengkoreksi Draft Surat dan |2 minggu Tanda Terima
jadwal asistensi, apabila setuju maka Jadwal
diparaf dan diteruskan kepada kepala
Badan, apabila tidak maka dikembalikan
kepada kepala subid anggaran untuk
dikoreksi
YA
5|Kepala Badan menandatangani surat dan Draft Suratdan |1 Jam Arsip Surat
diserahkan kepada kepala su bid anggaran Jadwal
untuk didokumentasikan 4




6| Kepala Sub Anggaran memerintahkan Surat {30 Menit Arsip Surat
staff untuk mendokumentasikan dan
mendistribusikan surat tersebut

7| Staff mendokementasikan dan Surat 30 Menit Arsip Surat
mendistribusikan surat

J




1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
|6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

Ka. Sub. Bid. Perencanaan Anggaran

soP 7
CinAHIT Tgl Pembuatan 1 Desember 2021
Pasy Tgl Revisi = ~Desember 2024
& Tgl Efektif = I | /Desember 2024
u Disahkan Oleh Kepata-Badan Pengelola Keuangan
| da ’-'- rah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
N0 S.Pd. MM
KOTA CIMAHI 19007101992011001
I Lk y
Nama SOP g Pi#ha .
DASAR HUKUM K:::I:’Ikasl Pelak = v e} e Rpatieme i
v

4. Alat Komunikasi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

1. S0P Sekretariat Badan 2. Internet

2. 50P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pelaksanaan verifikas! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dan Dok Pelak Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terlambat dibuat maka pelaksanaan keglatan SKPD akan
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN YABID KASUBID STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT ol

1 |Kepala Badan memerintahkan Kepala Disposisi 5 menit Tanda Terima
Bidang untuk pelaksanaan

2 |Kepala Bidang memerintahkan Kepala Disposisi 1Jam Dispaosisi, Surat
Sub Bidang untuk melaksanakan Tugas
pembagian tugas dalam melakukan
asistensi rka

3 |Kepala Sub Bidang Anggaran Surat Tugas 2 Jam DFA yang telah
memerintahkan staff untuk melakukan - RKA SKPD diverifikasi
asistensi rka sesual dengan bina - KUA PPAS
wilayahnya berdasarkan peraturan - APBD
yang berlaku

4 |staff melakukan verifikasi rka melalul Lembar Asistensi 3 minggu Draft
lembar asistensi dan selanjutnya - RKA yang telah Penjabaran
diberi tanda paraf untuk diteruskan diverifikasi APBD
kepada kepala sub bidang anggara

5 |Kepala Sub Bid anggaran melakukan Lembar Asistensi 1Jam Lembar
|verifikasi atas RKA yang diajukan oleh - RKA yang telah Asistensi
SKPD setelah melalui proses ) diverifikasi - RKA yang
staff, lalu menyampaikannya kepada telah
kepala bidang anggaran untuk diteliti diverifikasi
lebih lanjut

6 |Kepala Bidang anggaran Lembar Asistensi 1jam Lembar
menandatangani lembar asistensi rka - RKA yang telah Asistensi
skpd dan memerintahkan kepada skpd diverifikasi - RKA yang
untuk segera mengupdate data ke telah
dalam aplikasi diverifikasi




Nomor S0P

Tgl Pembuatan

i
| Tgl Revisi
- o=
v Disahkan Qleh

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KOTA CIMAHI
Aa i :
Nama SOP a— A n Penylapan Bahan Nota Keuangan Rancangan
e i%t Zan Rancangan Perubahan APBD
[DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana v
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Perencanaan Anggaran
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. S0P Sekretariat Badan 2. Internet
2. S0P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis
4. Alat K ik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila lap lak penylapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
akan tertunda
o REGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU WeT
KABAN KABID KASUBID STAF KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
1 |Kepala Badan memerintahkan Kepala
Bidang untuk pelaksanaan
2 |Staf bagian perencanaan anggaran L RKA SKPD, 3 minggu Bahan
mengumpulan bahan dari R-APBD Permendagri | penyusunan
Pengelolaan nota keuangan
|Keuangan dan RKA semua
SKPD
terkumoul
3 |staf bagian perencanaan anggaran Rekapitulasi RKA 2 Jam Draft Nota
in Draft Nota K dan |semua SKPD Keuangan
menyerahkannya ke Kasubid
4 |k bid yerahkan P J Draft Nota 1jam Draft Nota
draft Nota Keuangan kepada Kabid Keuangan Keuangan yang
telah disetujui
Kepala Badan
5 |Kabid mengajukan Persetujuan Nota Draft Nota 15 menit  |Nota Keuangan
Keuangan kepada Walikota Keuangan yang
telah disetujui
Kepala Badan




|Nomor 50P 9
Cimasy Tgl Pembuatan 1 Desember 2021
T8l Revisi_ - __ Desember 2024
@ Tgl Efektif ¢ AU T A/ Desember 2024
V Disahkan Oleh N képala-Badan Pengelola
euaryan dan Aset Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN 7N
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama SOP naan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan
han Anggaran
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Perencanaan Anggaran
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsl dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet
2.S0P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila lap pelak peny rancangan APBD dan rancangan perubahan
anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan APBD akan tertunda s Disimpmn seagal data glektronlk dan manual
NO KEGIATAN PELAICANA MUTU BAKUY KET
KABAN KABID KASUBID STAF KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
1 |Kaban memerintahkan untuk
melaksanaan penyusunan rancangan
APBD dan rancangan Perubahan
Anggaran
2 |staf Bagian Perencanaan anggaran 3 minggu Draft Buku
mengentry data RKA, mencetak draft Rancangan
RKA dan menyerahkan kepada T APBD/Buku
Kasubid Rancangan
Perubahan APBD
3 |Kasubid Memeriksa draft APBD dan Draft Buku 3 harl Draft Buku
Penjabaran APBD, |ika tidak setuju Rancangan Rancangan
mengembalikan kepada staf untuk APBD/Buku APBD/Buku
diperbalki, jika setuju menyerahkan Rancangan Rancangan
kepada Kabid TIDAK Perubahan Perubahan APBD
APBD
4 |Kabid memeriksa draft APBD dan TIDAK Draft Buku 1jam Draft Buku
Penjabaran APBD, jika tidak setuju Rancangan Rancangan
mengembalikan kepada Kasubid untuk APBD/Buku APBD/Buku
diperbaiki, jika setuju menyerahkan Rancangan Rancangan
kepada Kaban - Perubahan Perubahan APBD
APBD
5 |Kaban menerima draft APBD dan Draft Buku 15 menit Draft Buku
Penjabaran APBD jika tidak setuju Rancangan Rancangan
mengembalikan kepada Kabid, jika TIDAK APBD/Buku APBD/Buku
setuju mengirim Draft Buku Rancangan Rancangan
Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan Perubahan APBD
Perubahan APED APBD
6 |[Kaban membahas Buku Rancangan Draft Buku 1 bulan Draft Buku
APBD/Buku Rancangan Perubahan Rancangan Rancangan
APBD dengan Tim Anggaran APBD/Buku APBD/Buku
Pemerintah Kota Cimahi, Badan Rancangan Rancangan
Anggaran DPRD, apabila disetujui Perubahan Perubahan APBD
dilanjutkan ke Walikota dan Pimpinan APBD
CPRD kemudian menyerahkan kepada
Kabid untuk dikirim ke Propinsi




Kabid menerima Buku Rancangan Draft Buku 15 menit Buku Rancangan
APBD/Buku Rancangan Perubahan Rancangan APBD/Buku
APBD yang telah disetujul Walikota APBD/Buku Rancangan
dan Pimpinan DPRD kemudian Rancangan Perubahan APBD
yerahkan kepada Kasubid Perubahan
APBD
Kasubid menerima Buku Rancangan Buku 1 harl Tanda terima dari
APBD/Buku Rancangan Perubahan Rancangan Propinsi
APBD yang telah disetujui Walikota APBD/Buku
dan Pimpinan DPRD kemudian Rancangan
mengirimkannya ke Propinsi bersama Perubahan
staf APBD




Nomor SOP 10
CIMAHI Tgl Pembuatan 1D ber 2021
Tgl Revisi Desember 2024
% Tgl Efektif |- Desember 2024
u Disahkan Oleh -, .. | Kepala Badan Pengelola
s (Kéuangandan Aset Daerah
.I_A ma ﬂ .

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nama SOP W, ulap Data Transaksi Keuangan
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana >~ A

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Menguasai Sistem Akuntansi Pemerintalian {SAP)

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara 2. Mampu memahami klasifikasi akun belanja, pendapatan, dan pembiayaan
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. 50P Sekretariat Badan 2. Internet
2. SOP Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan 3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengumpulan data transaksi terlambat maka proses penyusunan laporannya | Disimpan sebagai data elektronik dan manual

juga akan tertunda
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KABID AKUNTANSI DAN KET
BAN BID AKUNT) A TPUT
KAl PERBENDAHARAAN KASUBID AKUNTANS STAF KELENGKAPAN | WAKTU OUTPU

Kasubid membuat konsep surat
untuk seluruh SKPD di lingkungan
pemerintah Kota Cimahi untuk
menyampaikan SPJ Fungsional

1 |Bendahara Pengeluaran dan 1lam |Konsep surat
Penerimaan kemudian
menyerahkan konsep tersebut
kepada staf untuk diketik dan
dicetak

v

Staf mengetik dan mencetak surat
2 |yang dikonsep oleh Kasubbid dan Konsep surat 30 Menit | Draft surat
menyerahkannya kepada Kasubbid

Kasubid menerima dan memeriksa

draft surat dari staf, apabila tidak - Draft surat
5 [setuiu mengembalikan kepada staf Tidak S—— 15 Menit |Y2"8 telah
untuk diperbaiki apabila setuju diparaf
memberi paraf dan Kasubbid
menyerahkannya kepada Kabid
Ya
o
Kabid menerima dan memeriksa R
draft surat dari Kasubbid, apabila S G - aalah
tidak setuju mengembalikan 5 ‘
a4 telah diparaf 15 Menit |diparaf
kepada Kasubbid untuk diperbaiki | Tidak ——  Tidak i il
apabila setuju memberi paraf dan dan Kabid

menyerahkannya kepada Kaban
Ya




Kaban menerima dan memeriksa

Draft surat

Kaban

draft surat dari Kabid, apabila tidak yang telah
¢ Draft surat yang
setuju mengembalikan kepada telah diparaf diparaf
Kabid untuk diperbaiki apabila iy 15 Menit |Kasubbid,
X Kasubbid dan .
setuju menandatangani dan Kabid Kabid, dan
menyerahkannya kepada Kabid Ya ditandatang
untuk dikirimkan ke seluruh SKPD ani Kaban
D at
Draft surat yang r:ﬂ:::;h
Kabid menerima surat untuk SKPD telah diparaf :: gmf
yang telah ditandatangani Kaban Kasubbid, Kabid, 10 Menit K::Jb‘bi d
dan menyerahkannya kepada dan 5 i
i : Kabid, dan
Kasubbid ditandatangani
Kaban ditandatang
ani Kaban
Draft surat Draft s at
Kasubid menerima surat untuk raYenE yang telah
. telah diparaf 3
SKPD yang telah ditandatangani Kasubbid. Kabid diparaf
Kaban dan menyerahkannya Han ! " | 10 Menit |Kasubbid,
kepada staf untuk dikirim ke ditandatangani Kabid, dan
seluruh SKPD Kaban e ditandatang
ani Kaban
Draft surat yang
telah diparaf
Staf mengirim surat ke seluruh Kasubbid, Kabid, 1 Hari Tanda
SKPD dan terima
ditandatangani




BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nomar SOP 11

| Tgl Pembuatan 1 Desember 2021

| Tgl Revisi Desember 2024

| Tgl Efektif Desember 2024
Disahkan Oleh ¢ i+|Kepala Badan Pengelola

Kéi:lan?géh‘ dan Aset Daerah
~{Kota Cimahi

Nama SOP

Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Data Transaksi

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)

6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Cimahi

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet

2. SOP Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan 3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Verifikasi dan Validasi Transaksi terlambat maka proses penyusunan
laporannya juga akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KET
. KASUBID AKUNTANSI STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Staf menerima STS dan
ZPZD :arl :em.e(giang kas Rekapitulasi
ae.;ak s.e d g l_zsaf pendapatan dan
v :sf ka” e STS dan SP2D 2Jam  |belanja
::‘ransa .s1 e.uang:n, terverifikasi dan
emudian diserahkan tervalidasi
kepada kasubid untuk
dilakukan review
Kasubid melakukan review
terhadap rekapitulasi Tidak
pendapatan dan belanja : 5 ;
et e Rekapitulasi Rekapitulasi
ervalidasi, jika setuju
Pendapatan dan .. |pendapatan dan
: 30 Menit
2 dikembatl'lk:n kle staff o Belanja terverifikasi o belanja hasil
sebagal bahan input aplikas} dan tervalidasi review
smart accounting. Jika tidak @
dikembalikan ke staff untuk 2
I
dilakukan perbaikan ¥




2

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

| Nomor S0P 12

Tgl Pembuatan

1 Desember 2021

Tgl Revisi ber 2024

Tgl Efektif

2024

Disahkan Oleh

Nama SOP

eldksdnaan Asistensi Laporan R

i Anggaran

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang Mo 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. S0P Verifikasi dan Validasi Data Transaksi Operasional Kas

1. Kemputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Asistensi Laporan Realisasi Anggaran terlambat maka proses penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tertunda.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAKSANA

NO KEGIATAN

MUTL BAKU

KASUBBID AKUNTANSI STAF

KET

PERANGKAT DAERAH KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT

Staf melakukan validasi
atas transaksi
pendapatan, belanja dan
pembiayaan

Transaksi pendapatan,
belanja dan pemblayaan
yang telah tervalidasi

STS, 5P20, SPJ Fungsional

dan dokumen lainnya FULENE

Perangkat daerah
menyusun laporan
realisasi anggaran dan
melakukan asistensi
bersama staf dengan
menelaah kesesuaian LRA
yang dibuat oleh
perangkat daerah
data yang ada pada SIPKD
dan data keuangan
lainnya serta kesesuaian
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku dan
menuangkannya dalam
lembar asistensi

Tidak

LRA Perangkat Daerah,
data pada SIPKD, data

keuangan lainnya, dan
peraturan perundang-
undangan

2 Jam Lembar hasil asistensi

Kasubbid melakukan
review terhadap hasil
asistensi staf, jika
disetujui menjadi bahan
LRA konsolidasi, jika tidak
dikembalikan ke staf dan
perangkat daerah untuk
diperbaiki

LRA perangkat daerah
sebagal bahan LRA
konsolidasi

Lembar hasil asistensi, LRA

30 Menit
perangkat daerah




SOP EVALUASI KINERJA

Nomor SOP
[ =i (1] Tm P -
Tgl Revisi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama SOP = ﬁé_L#anaan Asistensi Laporan Oper

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung|

Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansl

Pemerintahan {SAP)

6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsl dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

Ka. Sub. Bid. Akuntansl dan Perbendaharaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. SOP Verifikasi dan Validasi Data Transaksi Operasional Kas 2. Internet
2. 50P Pelaksanaan Asistensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA} 3. Alat Tulis
4, Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Asistens| Laporan Operasional terlambat maka proses penyusunan laporan

keuangan perangkat daerah terlambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

KASUBBID AKUNTANSI

STAF

PERANGKAT DAERAH

KELENGKAPAN

WAKTU

OuTPUT

L Ak

Berd. k

Vader ik

g staf

1 |F

validasi dan penyesuaian atas
transaksi pendapatan dan beban

LRA, SKPD, SKRD,
|Laporan Stock
Opname, Polis
Asuransi, Belanja
dibayar dimuka, utang
belanja, laporan
penyusutan, laporan
amortisasi, laporan
penyisihan piutang,
daftar asset yang
nilainya di bawah nilai
kapitalisas| dan
dokumen lainnya

30 Menit

Data pendapatan LO
yang telah divalidasi,
data beban yang telah
divalidasl, serta data
penyesuaian atas
rekening pendapatan
dan beban

Perangkat daerah menyusun LO
dan melakukan asistensi
bersama staf

Dengan menelaah

| kesesualan format LO
yang dibuat oleh
Perangkat Daerah
dengan peraturan
perundang -
undangan yang
berlaku

10 Menit

LO Perangkat daerah
sesuai dengan format
yang berlaku

Staf melakukan telaah terhadap

3 [rekening pendapatan LO

perangkat daerah

7
£
-

Staf melakukan telaah
terhadap kesesuaian
rekening pendapatan
LO terhadap :

- Data pendapatan LO
pada SIPKD

- Pendapatan tahun
lalu

- SKFD

- SKRD

- Pendapatan dibayar
dimuka

- Piutang pendapatan
- Data pendapatan LO
lainnya dan
kesesuaian dengan
peraturan perundang -
undangan

30 Menit

Rekening pendapatan
LO perangkat daerah
yang sesuai ketentuan




Staf melakukan telaah terhadap
rekening beban perangkat
daerah

Tid

ak

Staf melakukan telaah
terhadap kesesuaian
rekening beban
|terhadap :

- Beban persediaan

- Utang Belanja

- Beban jasa tahun
berjalan

- Penyesuaian beban
pemeliharaan

- Data Penyusutan 1lam
- Data amortisasi

- Asset tetap yang
nilainya di bawah nilai
kapitalisasi

- Penyisihan piutang

- Data beban lainnya
serta kesesuaian

dh peraturan

perundang -
undangan yang

Rekening beban
perangkat daerah
yang sesuai ketentuan

Staf mencatat hasil asistensi
pada lembar asistensi

Hasll asistensi LO
Perangkat Daerah
terhadap rekening:

- Pendapatan LO

- Beban

- Surplus defisit dari
kegiatan non
operasional, dan

- Pos luar biasa atas
LO Perangkat Daerah

10 Menit

Lembar asistensi

Kasubbid melakukan review
terhadap hasil asistensi staf,
Jikadisetujul menjadi bahan LO
Konsolidasi, jika tidak
dikembalikan ke staf dan
perangkat daerah untuk
diperbaiki

Lembar Hasil Asistensi
dan LO Perangkat 30 Menit
Daerah

LO Perangkat Daerah
|sebagai bahan
|Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah




Nomor SOP 14
pril Pt Tgl Pembuatan rere—— 1 Desember 2021
' ' Tgl Revisi  Desember 2024
Tgl Efektif L. Desember 2024
v Disahkan Oleh 5 Bagda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama SOP v_ sdnaan Asistensi Laporan Perubahan Ekuitas
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana Vv
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomar 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi dan Validasi Data Transaksi Operasional Kas sl
2. SOP Pelak Asistensi Lap Operasional 3. Alat Tulis
4, Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Asistensi Laporan Perubahan Ekuitas terlambat maka proses penyusunan ’ y
laporan keuangan perangkat daerah terlambat Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KASUBBID PERANGKAT KET
AKUNTANSI STAF DAERAH KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Data ekuitas tahun sebelumnya,
surplus defisit LO, RK PPKD/RK
SKPD, dampak kumulatif
perubahan kebijakan/kesalahan,
knrekm_ nilai pmlan_g, _ko_nekm nilai ek
A persediaan, koreksi nilai aset
Staf melakukan validasi SR ; pendapatan,
n tetap, koreksi nilai aset lainnya, . -
1 |atas rekening yang ada Jain - lain { bahan basi 30 Menit belanja dan
ain - lain (perubahan basis .
pRda LPE akuntansi, penyisihan piutang, pembiayasn yong
¢ v telah tervalidasi
takumulasi penyusutan, akumulasi
amortisasi), pendapatan yang
ditangguhkan, koreksi utang PFK,
keuntungan/kerugian investasi
| pemerintah daerah
Perangkat daerah l ﬁ:ﬂ?::;ﬁ"::::‘;::f LPE LPE perangkat
g [rEmen LPF dan Y daerah dengan peraturan 10 Menit dusrahsasup
akikan —-—— perundang - undangan yang dengan format
bersama staf | berlaku yang berlaku
Staf melakukan telaah terhadap
kesesuaian LPE pada perangkat
daerah :
- Data ekuitas tahun sebelumnya
- Surplus defisit LO
- RK PPKD/RK SKPD
- Dampak kumulatif perubahan
| kebijakan/kesalahan
- Koreksi nilai piutang |Rekening -
Staf melakukan telaah - Koreksi nilai persediaan |rekening dalam
terhadap rekening yang - Koreksi nilai aset tetap : LPE sesuai
3 |ada dalam LPE dan - Koreksi nilai aset lainnya 30 Menit denezin
mencatat hasilnya dalam - Lain - Iain (perubahan basis KotarEnsHa
{lembar asistensl akuntansi, penyisihan piutang, lembar aststensl
akumulasi penyusutan, akumulasi
amortisasi)
- Pendapatan yang ditangguhkan
- Koreksi utang PFK
- Keuntungan/kerugian investasi
pemerintah daerah
- Data LPE lainnya serta
kesesualan dengan peraturan
perundang - undangan




Kasubbid melakukan
reviw terhadap hasil

151 staf uka
disetujui menjadi bahan
LPE Konsolidasi, jika tidak
dikembalikan ke staf dan
perangkat daerah untuk
diperbaiki

Tidak

Ya

Lembar hasil asistensi, LPE
perangkat daerah

30 Menit

LPE perangkat
daerah sebagai
bahan laporan
keuangan
pemerintah
daerah




i, 15
@ In?i:;ek:'l"{}leh 0 ;ior;;ula Keuangan dan Aset Daerah Kota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH _
KOTA CIMAHI b/s.pd. MM
/007101992011001
Nama 50P X 1 Asistensi Neraca
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan

Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENE_K_APAN
. 1. Komputer
1. SOP Verifikasi dan Validasi Data Transaksl Operasional Kas iritetiet
2. SOP Pelaksanaan Asistensi Laporan Operasional 3' At Tulis
3. SOP Pelaksanaan Asistens| Laporan Perubahan Ekuitas 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Asistensi Neraca terlambat maka proses penyusunan laporan

dengan peraturan perundang - undangan

keuangan pmerintah daerah terlambat Drimpa i Sl
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KASUBBID PERANGKAT KET
A URTANS| STAF DAERAH KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT
Berdasarkan
dokumen-dokumen Data pada SIPKD Keuangan, SIPKD Aset,
pendukung staf Dokumen cash opname perangkat daerah, Data aset,

q melakukan validasi plutang, penyisihan piutang, belanja 30 Menit kewajiban dan
dan penyesuaian atas dibayar dimuka, laporan stock opname, ekuitas yang telah
rekening aset, aset tetap, aset lainnya, kewajiban dan divalidasi
kewajiban, dan {ekuitas
ekultas
Perangkat daerah Menelaah kesesuaian format neraca yang Neraca perangkat

5 |menyusun rencana dibuat oleh perangkat daerah dengan . daerah sesual

. 10 Menit
dan peraturan perundang-undangan yang dengan format
asistensi bersama staf |berlaku yang berlaku
! Staf melakukan telaah terhadap
kesesualan rekening aset lancar pada
- neraca perangkat daerah terhadap :

- Laporan cash opname

- Data piuta iutan, jak, piuta =

retrihupst pi:;iz; ialnnsy:j pne Rekening aset
Staf melakukan telaah _ Dats p;mkihan plutang lancar pada neraca

3 |terhadap rekening - Belanja dibayar dimuka (polis, kontrak 30 Menit perangkat daerah

aset lancar yang sesual
sewa)
- Persediaan (laporan stock opname ketentyan
kesesuaian metode pencatatan, harga
pengadaan)
Tidak - data aset tetap lainnya serta kesesuatan
|dengan peraturan perundang - undangan)
v Staf melakukan telaah terhadap
- kesesualan rekening aset tetap pada
neraca perangkat daerah terhadap :
- Data aset tetap dari SIPKD aset
- Saldo aset tetap tahun lalu
- Data kontrak dan 5P2D
- Klasifikasi aset tetap
- Penambahan aset tetap tahun berjalan Rekening aset tetap
Staf melakukan telaah - Reklass dari belanja aset tetap ke belanja pada neraca

4 |terhadap rekening lainnya atau seballknya 30 Menit perangkat daerah

aset tetap - aset tetap yang nilainya di bawah nilai yang sesuai
| kapitalisasi ketentuan
- aset yang penguasaannya di alihkan
kepada perangkat daerah lainnya atau
- Penghapusan aset
- Penyusutan aset tetap
Tidak - Data aset tetap lainnya serta kesesualan




Staf melakukan telaah terhadap

I ian rekening aset tetap pada Rekening aset
Staf melakukan telaah neraca perangkat daerah terhadap : lainnya pada neraca
terhadap rekening - Aset tak berwujud 10 Menit perangkat daerah
aset lainnya - Amortisasi yang sesual

- Aset lain - lain |ketentuan

Staf melakukan telaah terhadap

¥ b g kewajiban pada Rekening kewajiban
Staf melakukan telaah neraca perangkat daerah terhadap : pada neraca
terhadap rekening - Perhitungan pihak ke tiga 30 Menit perangkat daerah
kewajiban - Pend: diterima dimul yang sesuai

- Utang belanja ketentuan

- Utang jangka pendek lainnya

Hasil asistensi neraca perangkat daerah
Staf mencatat hasil - Aset lancar
asistensl pada lembar - Aset tetap 10 Menit |Lembar asistensi
asistensi - Aset lainnya

- Kewajiban

- Ekuitas

Tidak

Kasubbid melakukan
review terhadap hasil
asistensi staf, jika Neraca perangkat
disetujui menjadi daerah sebagai
bahan Neraca Lernbiar hasil agsterci gan nerac 30 Menit batian lagoran
Konsolidasi, jika tidak pesdngiat deecili keuangan
dikembalikan ke staf pemerintah daerah
dan perangkat daerah ¥
untuk diperbaiki f




SOP EVALUASI KINERIA

Nomor SOP 16
IR AL Tgl Pembuatan iR 11D ber 2021
h Tal Revisi LT T AL T T pesember 2024
Tel Efektif .| ‘T Desember 2024
v Disahkan Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN i,
\
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI 7101592011001
Nama SOP ~1pe naaan Asistensi Catatan Atas Laporan
Keughgan
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelak
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi dan Validasi Data Transaksi Operasional Kas : :‘;:‘:::e'
2. SOP Pelaksanaan Asistensi Laporan Operasional 3: Alat Tulis
3. S0P Pelaksanaan Asistensi Laporan Perubahan Ekuitas .
4, Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Asistensi Catatan At’as Laporan Keuangan terlambat maka ki sl s il il
proses peny 1an laporan e
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
KASUBBID AKUNTANSI STAF PERANGKAT DAERAH KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
Staf melakukan telaah terhadap
CALK pada perangkat daerah, di
nntaranya =
- Kesesuaian format CALK
- Kesesuaian rekening dan
T~ {nominal |:1|ada lembar muka (on CALK p:r?nglcat daerah
ey A CALK o I . the face) laporan keuangan . memadai dalam
1 ] E e — {dengan CALK 45 Menit | pengungkapan dan
melakukan asistensi ;
Bareaina siaf - Kelengkapan pengungkapan kesesuaian format dengan
dalam CALK ketentuan
- Kesesuaian pengungkapan
Tidak dalam CALK dengan dokumen
pendukung
- Kesesuaian dengan peraturan
perundang - undangan
Staf mencatat hasil hasil asistensi CALK perangakat
2 |asistensi pada daerah dituangkan dalam Lembar |10 Menit |Lembar asistensi
lembaran asistensi | Asistensi
Kasubbid melakukan
review terhadap hasil
asistensi staf jika
disetujui menjadi CALK Perangkat Daerah
bahan laporan Lembar Hasil Asistensi dan CALK bagai bahan Laporan
3 30 Menit
keuangan pemerintah Perangkat Daerah Keuangan Pemerintah
daerah, jika tidak b Daerah
dikembalikan ke staf l
dan perangkat daerah ¥
untuk diperbaiki -




BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nomor SOP

17
Tgl Pembuatan 1 Desember 2021
Tgl Revisi - Desember 2024
Tgl Efektif . mber 2024
Disahkan Oleh pé‘;%‘lan Pengelola
; n Aset Daerah
| : 1{._
|
97007101992011001
Nama S0P

elagsanaan Verifikasi Pembebanan Rincian Rekening
Belgnja dan Penelitian Dokumen SPM

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)

6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Cimahi

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Sekretariat Badan
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Asistensi Neraca terlambat maka proses penyusunan laporan
keuangan perangkat daerah terlambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No. Kegiatan F

Mutu Baku

Kaban Kabid [Kasubid

Staf

Kelengkapan

Waktu

Qutput

1 |Kaban Memerintahkan
untuk pelaksanaan kegiatan
verifikasi pembebanan
rincian rekening belanja dan
Penelitian dokumen SPM

2 |Staff Menerima dokumen
Pembebenan rekening
kegfatan dan sumber dana ,
SPP dan SPM dari SKPD dan
menyerahkannya kepada
kasubid untuk dilakukan
pengecekan pembebanan
rekening beserta dokumen
SPM kemudian diajukan
kepada Kasubid untuk
dilaksanakan verifikasi
untuk

dilakukan dokumen SP)

- Dokumen
lengkap
-Bukt
transaksi

- Dokumen
SPM

40 menit

-Tanda Terima
- Bukti
transaksi dan
dokumen SPM
yg telah di-
verifikasi

3 |Kasubid mengecek total nilai
bukti transaksl dengan

dokumen dan 5PM jika tidak
setuju mengem-halikan
kepada staf untuk
dikembalikan kepada SKPD.
lika setuju menyerahkan
kepada Kabid untuk
diverifikasi ulang.

Tidak

Ya

Tidak

30 menit

Nilai pada
bukti
transaksi, SPM
yang telah
valid diproses
lebih lanjut
apabila belum

kan pada
SKPD untuk
diperbaiki

4 |Kabid mengecek total nilal
bukti transaksi dengan

dokumen dan SPM Jika tidak
setuju mengembalikan
|kepada Kasubid. Jika setuju
| penerbitan SP2D

Ya

- Dokumen
SPM

1 jam

Dokumen
SPM yang
telah
diverifikasi

5 |Kaban membuat disposisl
untuk penerbitan SP2D dan
menyerahkannya ke Kabid
Perbendaharaan dan
Akuntansi

Dokumen
SPM yang
telah
diverifikasi

1jam

SPM yang
telah diproses
dan disposisi




disahkan

Kabid menerima disposisi SPM yang sPM yang
darl Kaban dan telah diproses telah diproses
meneruskannya ke Kasubid e dan disposisi

| Perbendaharaan

Kasubid menerima disposisi SPM yang SPM yang
dari Kabid dan telah diproses telah diproses
meneruskannya Staf untuk dan disposisi
penerbitan SP2D

Staf mengisi lembar SPM yang 1 harl Dokumen
disposisi perintah telah diproses SPM yang
penerbitan 5P2D yang akan telah disahkan
ditandatangani oleh Kuasa

BUD/Kabid serta mengarsip

dokumen SPM yang sudah




Nomor SOP 18
CINVEAHE Tgl Pemb an 1D I 2021
' ‘ Tgl Revisi Desember 2024
Tgl Efektif .| *¢ Desember 2024
V Disahkan Oleh . |Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN " '
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI o
Nip:A97007101992011001
Nama SOP Pdrperbitan SP2D
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana v
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan p
2, Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. S0P Sekretariat Badan 2. Internet
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Asistensi Neraca terlambat maka proses penyusunan laporan keuangan Diélimpan sebogal dats elekirtiik dan mnual
perangkat daerah terlambat
N Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
0. Kaban Kabid Kasubid Staf gkap Waktu Qutput
1 Kaban memerintahkan untuk
|penerbitan 5PZD
2 Kasubid memerintahkan staf SPM dan
untuk membuat SP2D kelengkapan
3 Staf menyusun dan mencetak SPM dan 15 Draft SP2D
5P2D kemudian kelengkapannya  |menit
menyerahkannya ke kasubid
4 Kasubid mengajukan tanda Draft SP2D 10 5P20
tangan kepada Kuasa BUD menit yang telah ditanda-
tangani
5 Staf mengisi daftar penguji - SP2D 30 -Daftar Penguji SP2D
sesuai SP2D dan meregister - Daftar penguji  |menit -SP2D
SP2D serta menyerahkan SP2D SP20 teregister
ke bank untuk diproses, - Buku register -Tanda terima
I dian diserahkan kepada SP2D - Arsip
Bendahara Pengeluaran SKPD SP2D
dan




|Nomor SOP 19
Sinnore Tg! Pembuatan 1Desember 2021
Tgl Revisi A Dgﬂber 2024
Tg) Efektif * 2024
V Disahkan Oleh ola Keuangan dan Aset
ahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
\\
KOTA CIMAHI \ :
3 1992011001
Nama S0P . | Pelafsafraan Sistem Ak dan Pelaporan gan Daerah
DASAR HUKUM ixuauim' Pelaksana S ] %
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 Negara Ka. Sub. Bid. Al dan Perbendaha
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara V
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 g F lol Daerah
S. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. S0P Sekretariat Badan L. Internet
2. S0P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulls
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
| Apabila Asistensi Neraca terlambat maka proses peny laporan k I k Disimpan sebagai data elektronik dan manual
daerah terlambat
PELAKSANA MUTU BAKU
ha KEGIATAN KABAN KABID KASUBID STAF ] KELENGKAPAN WAKTL QUTPUT
1 |Staf menerima bukti penerimaan dan STS 2 1AM buku besar
g darl SKPD, sebagai dasar SP2D lap lisasi
input dan verifikasi Jurnal hingga anggaran
jurnal k |
mencetak dan menyerahkan kepada
Kasubid dan melakukan rekonsiltasi
antara SKPD dan PPKD
2 |Kasubid melakukan penghitungan/ buku besar 1 minggu konsep laporan
yusun laporan konsolidasi dar! |laporan realisasi konsolidasi
laporan tiap SKPD yang diserahkan anggaran
oleh staf dan menyerahkan Laporan
Konsolidasi kepada Kabid
3 |Kabid menerima laporan konsolidasi k laporan 15 menit konsep laporan
dari kasubid akuntansi apabila tidak kosolidasi konsolidasi
setuju mengembalikan kepada
kasubid al i untuk diperbaiki,
Jika setuju memberi paraf dan Tidak
menyerahkan kepada Kaban untuk
4 |Kaban menerima laporan konsofidasi Ya Laporan konsolidasi |15 menit Laporan konsolidasi
dari Kabid Akuntansi dan yang telah dishakan |yang telah dishakan
Perbendaharaan apabila tidak setuju kaban, disposisi kaban, disposisi
mengembalikan kepada kabid
akuntansi dan perbendaharaan untuk
diperbaiki, jika setuju
i gani dan yerahk
kepada Kabid Tidak
Ya
5 |Kabid Laporan lidasi Laporan konsolidasi |30 menit Laporan konsolidasi
yang telah ditandatangani oleh Kaban yang telah dishakan yang telah dishakan
dan menyerahkannya kepada kasubid kaban, disposisi kaban, disposisi
akuntansi




Kaban

Kasubid menerima Laporan Laporan konsolidasi {10 menit Laporan konsolidasi
Konsolidasi yang telah ditandatanganl yang telah dishakan yang telah dishakan
oleh Kaban dan menyerahkannya kaban, disposisi kaban, disposisi

[ ia staf untuk didok ik

Staf menerima dan Laporan konsolidasi dokumen
tmendokumentasikan laporan yang telah dishakan

konsolidasi yang telzh ditandatangani kaban, disposisi




Nomor SOP 20
M Tgl Pembuatan o 1 Desember 2021
Tgl Revisi Lot Tl g Desember 2024
| Tg) Efektif Q¥ "7 Desember 2024
V | Disahkan Oleh ' B3gdap Pengelola Keuangan dan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI o ]
" , D07101992011001
Marna SOP ——————1P dinasian Peny Laporan Realisasi APBD Secara
| DASAR HUKUM Kualifikasi Pelak
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Perbendaharaan i
2. Undang- undang No 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 1g Pengelolaan K gan
Daerah
5. Peraturan Permnerintah (PP} Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
| Pemerintahan [SAF)
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis
4, Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
::;b;::wm;::r:;:;lamhat maka proses penyusunan laporan keuangan Disirvean sebagal diita sbekironile dan il
Pelaksana Mutu Baku
No i Kaban “‘i":ﬂ';::::;:‘“ Kasubid Akuntansi Staf Kelengkapan Wakty Output -
Kasubid membuat konsep
surat untuk seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota
Cimahi untuk menyusun
Laporan Realisasi APBD dan
1 melakukan rekonsiliasi secara 1jam |Konsep surat
periodik dengan BPKAD
kF ya Sub Bidang
Akuntansi kemudian
menyerahkan konsep tersebut
b la staf untuk diketik dan
dicetak
Staf mengetik dan mencetak
2 m’blaiﬁ::”m":\::;am“ Konsep surat 30 menit Draft surat
kepada Kasubbid
Tidak
Kasubid menerima dan = B
memeriksa draft surat dari staf,
apabila tidak setuju 5 Draft surat yang
3 mengembalikan kepada staf Draft surat - telah diparaf
untuk diperbaiki apabila setuju et Kasubbid
memberi paraf dan
menyerahkannya kepada Kabid
Tidak
Kabid menerima dan
|memeriksa draft surat dari
| Kasubbid, apabila tidak setuju Draft surat yang
. |mengembaiikan kepada ::: :‘:;f::"' 15 telah diparaf
{Kasubbid untuk diperbafki Kasubbid menit Kasubbid dan
|apabila setuju memberi paraf Tidak Kabid
dan menyerahkannya kepada
Kaban




Kaban menerima dan
memeriksa draft surat dari

ni Kaban

Kabid, apabila tidak setuju Draft surat yang
mengembalikan kepada Kabid Draft surat yang 15 telah diparaf
untuk diperbaiki apabila setuju telah diparaf B Kasubbid, Kabid,
|menandatangani dan Kasubbid dan Kabid dan ditanda-
menyerahkannya kepada Kabid tangani Kaban
untuk dikiimkan ke seluruh

SKPD

Kabid menerima surat untuk Draft surat yang ::x;al: ;urat e
SKPD yang telah telah diparaf - :a: b::ma'_n
| ditandatangani Kaban dan Kasubbid, Kabid, [l i

5 _|menit dan ditanda -

|menyerahkannya kepada dan ditandata ngani B

Kasubbid Kaban il

Kaban

Kasubid menerima surat untuk s‘,m!t e Oraft SL.IﬁIl yang
SKPD yang telah telah diparaf telah diparaf
ditandatangani Kaban dan :asu:l::;j Kabid, |10 ) :asu;b&dr;jxabid,

menyerahkannya kepada staf | t:n ! i - menit ;n :t-a +

tuk dikirim ke seluruh SKPD i e
i o = Kaban Kaban
Draft surat yang
= telah diparaf
i t ke seluruh
::apg"""""' kit Kasubbid, Kabid, |1 hari Tanda terima
dan di- tandatanga




&

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

Nomor SOP 21
Tgl Pembuatan 1 Desember 2021
Tgl Revisi Desember 2024
Tgl Efektif Desember 2024
Disahkan Oleh Kepala Badan Pengelola
~{Keuangan dan Aset Daerah
Kotg CimaHfi
h

), \ A mm

N\ /| NIP} 197007101992011001
Nama SOP " 7s . A _|Refbnsiliasi Barang Milik Daerah

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah

3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

* Menguasai komputer

¢ Memahami peraturan barang milik daerah
* Memahami peraturan akuntansi keuangan daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet
2. SOP Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses ini tidak dilakukan maka data dalam laporan tidak
akurat dengan Barang Milik Daerah

Disimpan sebagai data LRA BMD guna menunjang keakuratan dan keandalan data BMD yang
disajikan dalam laporan keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PERANGKAT PETUGAS KASUBID KEPALA BIDANG KET
DAERAH REKONSILIASI | PENATAUSAHAAN PBMD RELENGIAPAN. | WAKIY OuTPUT
* Dafta tasi
b F— Daftar mutasi
arang
Menerima daftar mutasi pengguna/pengel :an daftar
1 |dan daftar barang ola 15 Menit iia |
pengguna/pengelola « Daftar barang :;ngag:na/:e;l‘ge
pengguna/pengel oo e
diregister
ola
Melakukan = Daftar mutasi
verifikasi/sinkronisasi barang
atas daftar mutasi dan prnggunalpengel Daftar mutasi
daftar barang ola yang sudah b
diregister rang
pengguna/pengelola o Dok pengguna/pengel
2 |berdasarkan dokumen i 1H I
dnan ol ari ola yang sudah
pengadaan, dokumen PETIACRNY ta diberi tanda
perolehan, rekomendasi eq perclelan (checklist)
" * Realisasi
hasil inventarisasi rifikasi
belanja daerah e -
P el * Rekomendasi
belanja daerah &
) hasil inventarisasi
Daftar mutasi
Membuat kertas kerja barang L rert
dan draft berita acara pengguna/pengel I;ena:. e.l'ja
3 |rekonsiliasi barang milik olayang sudah |2 Jam rekonsiliasi
daerah di pengguna diberi tanda * Draft E::rita". .
barang (checklist ) acara rekonsiliasi
Tidak verifikasi




Meneliti/mengoreksi
kertas kerja dan berita
acara rekonsiliasi
barang milik daerah di

* Kertas kerja

pengguna barang, = Kertas kerja ;e;kondsiliasi .

apabila setuju diparaf rekonsiliasi 1 Jam ‘l;ar:ﬂa;:rl:éam

{untuk berita acara) dan Ya  Draft berita acara rekonsiliasi

ditanda tangan {untuk acara rekonsiliasi diparaf kasubid

kertas kerja) apabila P

tidak dikembalikan pitasabism

kepada petugas

rekonsiliasi

Tidak

Mengkaji kertas kerja

dan berita acara

rekonsiliasi barang milik DaPebaciti cars Berita acara

daerah di pengguna rekonsiliasi

barang, apabila setuju rekonfiliasi paret 1Jam ditanda tangani
kasubid

ditanda tangan apabila kepala bidang

tidak dikembalikan peGRELAN AN BMD

kepada inventarisasi

dan pengamanan BMD

Mengirimkan berita ‘ Berita acara

acara rekonsiliasi [ Bekr i‘ta:lcara rekonsiliasi

barang milik daerah | ;ear:: ri':;:k barang milik

kepada pengguna daemﬁ T——— 1 Hari daerah diterima

barang untuk ditanda I perangkat daerah

tangani pengguna dengan tanda
bidang BMD 4

barang terima

Menerima berita acara Baritn ncare

rekonsiliasi barang milik rekon sliast

daerah yang sudah Berita at.:arla barang milik

ditanda tangani rekonsiliasi daerah ditanda

pengguna barang/kuasa barang milik tangani pengguna

pengRuIa bATIRG SOFTH damh.ditanda 15Menit |barang/kuasa

mengarsipkan dalam file tangani pengguna p‘engguna barang

perangkat barang/kuasa diarsip ke dalam

daerahy/folder pengguna barang file perangkat

rekonsiliasi daerah/folder

rekonsiliasi




Paay o7
Disahkan Oleh fnengeloia Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI R ftomony it
Nama SOP nan Laj Barang Milik Dasrah

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/f Daerah

3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
|Barang Milik Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Deerah

* Memahami peraturan

barang milik daerah

* Memahami p 1
* Menguasai komputer

yA

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

1. SOP Sekretariat Badan 2 internet

2, SOP Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

{Apabila proses ini tidak dilakukan maka data dalam laporan tidak
akurat dengan Barang Milik Daerah

|Cisimpan sebagai data LRA BMD guna menunjang keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam laporan keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PERANGKAT PETUGAS KASUBID KEPALA BIDANG SEKRETARIS KET
BPKAD K
DAERAH KONSOUDAS! | PENATAUSAHAAN PEMD SR DAERAH ELENSKARINE | WAk CTPUT
Menerima daftar dan Daftar dan laporan :2:'!“" e
 fiey Menit |
1 :}ﬁﬂi o barang - 15 Meni nilveRgeiols
pengguna/pengelola PEORSLDARENER vang sudah diregister
!
i : Daftar dan laporan
verifikasi/sinkronisasi p=rgg1u ngelol Daftar dan laporan
atas daftar dan laporan e 2 barang
2 yang sudah diregister |2 Jam
barang - Berits pengguna/pengelola
::?:unﬂfpengdd: I fiasi barang milfk yang sudah diverifikasi
acara rekonsilias {daerah
* Kertas kerj
Membuat kertas kerja Daftar dan laporan | vonsolidas] -
5 |dandraft daftar dan bararg 2 Hari |« Oraft daftar dan
|laporan barang milik pengguna/pengelola laporan barang milik
daerah yang sudah diverifikasi iere
—]
Meneliti/mengkoreksi |
kertas kerja, draft daftar, * Kertas kerja * Kertas kerja
dan laporan barang milik Tidak 15
RarEn BArng konsolidasi diparaf kensolidasi diparaf
i d.a!r:h, apabila setuju | » Draft daftar dan 2 Hari = Draft daftar dan
dim.lrxf {urguk !wrtas |laporan barang milik laporan barang mifik
kerja) apabila tidak |daerah daerah
dikembalikan kepada
petugas konsolidasi —l
Mengkaji kertas kerja dan
draft daftar dan laporan Tidak
barang millik daerah | ¥a « Kertas kerja
apabila setuju diparal > Ruriwhejy |konsoidasi ditanda
{untuk daftar dan laporan bidacl digiarat ) |tangan
5 [barang milik daerah) dan * Deaftdiftar din THan 4 vattdaftar dan
ditandatangan (untuk Iaporan barang milik laporan barang milik
kertas kerja) apabila tidak pskei | daerah diparaf
dikembalikan kepada
inventarisasi dan I
| pengamanan BMD
Tidak
Wa]:daﬂar:ﬂ:: = Kertas kerja
laporan barang mili Ya konsclidasi tanda
| e ft daftar d
Eawn spally setul Langan 1 Hari |Dra dabara aﬂmu'k
6 |tanda tangani apabila = Draft daftar dan md' i
tidak dikembalikan l1aporan barang milik b
kepada kepala Bidang daerah diparafl
PBMD




Menandatangani daftar
dan laporan barang milik

Tidak

Draft daftar dan laporan

Daftar dan laporan

:."W', ? ummu a M:n; barang milik daerah barang milik daerah
h‘:iak dikembam:u:a diparaf ditanda tangani
kepada kepala BPKAD
Menerima daftar dan Dt da laporaii
.'fmrtn Barang milik Daftar dan laporan |barang milik daerah
bl dstarm barang milik. daerah |ditanda tangani diarsip
Bal TGRS T’: 2 ditanda tangani ke dalam file laporan
2 pora: barang mili barang milik daerah
aeral
|




L Undang-undang No 17 Tahun 2003 wntang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintash Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millk
Megara/ Daerah

3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

w T
V ;D;laih._f:fmeh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN 1
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama S0P
DASAR HUKUM Kualifikas! Pelaksana

Ka. 5ub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Deerah
5. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventa dan Pelaporan Barang Milik Daerah
JKETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Kemputer
i 2. Internet
1. SOP Bidang Pengelolssn Barang Millk Daersh 3. Alst Tulls
4. Printer
[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
|Apabila terjadi keterlamb dalam pelak in | dapat
proses peny neraca pemerintsh daerah serta | Disimpan sebagal data LRA BMD guna menunjang keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam laporan keuangan
{laporan keuangan tahunan,
PELAKSANA MUTL BAKU
NO KEGIATAN PERANGKAT KASUBID KEPALA BIDANG SEKRETARIS
DAERAH TiM ASISTENS | PETUGAS DESK PENATAUSAHAAN BMD KEPALA BPKAD DAERAH KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
i fma Kert = Kertas kerja Kertas Kerja dan
dan Berita Acara il inventarisasi Berita Acara
1 : *Beritaacara |15 Menit |inventarisasi Barang
Inventarisasi Barang
Pe inventarisasi Pengguna yang
L barang pengguna sudah direglster
Kertas Kerja dan
Melakukan verifikast Berita Acars rtee pene
T Berita Acara
Kertas Kerja dan Berlta Inventarisasi =
2 2 Harl Inventarisasi Barang
Acara Inventarisas! Barang Pengguna
Barang Pengguna yang sudah Pehgmina
diregister sudah diverifikasi
e Kertas Kerja dan
|Berita
Membuat Kertas Kerja . 1mn:¢:'::l Kertas Kerja
3 |Konsolidasi Hasll Barang Pengginia 3 Harl | Konsolidas! Hasil
Inventarisas ang iy Inventarisasi
_—k "
Tidak [ ] » Kertas kerja
Meneliti/Mengkoreksi v  konsolidesi hasil
Kertas Kerja Konsolidast| ¥ linventarisasi
Hasll sKertas kerja dan Kertas Kerja
4 {sas|, apabila berita acara 2 Hari | Konsolidas! Hasil
setuju diparaf,apabila inventarisasi | inventarisas! diparaf
tidak dikembalikan ke barang pengguna
petugss Desk yang sudah
‘l diverifikasi
Mengkaji Kertas Kerja
| Fansplidast Fael Tidak Kertas Kerla Kertas Kerja
Inventarisasi apablla Ya KonsolidasiHasil |\ |Konsolidasi Hasil
s ::!:.:p: 'd'k tangan, inventarisasi ' | inventarisas!
a
diparaf ditanda
| dikemnbalikan ke ’ o tangan
Kasubid Penatausahaan
Merumuskan {:mﬂ“l(::amﬂ |Berita Acara
6 |Rekomendasi Hasi SHarl  |Rekomendasi Hasil
Inventarisasi
Invenitarisasi |ditanda tangan Inventarisas)
» Kertas kerja
{konsolidasi hasil
| Menyusun Draft {iancarin Draft Laporan dan
7 |Laporandan ";"_‘" BN g pari |Rekomendasi Hasi
| Rekomendasi Hasl Cprlisengd FEweriacmal
Imventarisasi | hasil rapat
rekomendask
| hasil Inventarisasi




Tidak = Draft laporan
Menelitl/Mengkoreks| Ya dan rekomeandasi
Draft Laporan dan hasil Inventarisasi
Rekomendasi Hasil » Kertas kerja

g |Inventarisasi, apabiia h hasi Draft Laporan dan
setuju diparaf, apabila inventarisasi  |2Harl  |Rekomendasi Hasll
tidak dikembalikan | ditanda tangan | Inventarisasidiparaf
kepada Inventarisas! = Berhta acara
dan Pengamanan BMD Fell rapat

rekomendasi
hasil inventarisasi
Mengkali Draft Laporan )
dan Rekomendasi Hasil Tidak DraftLaporan
Inventarisasl Barang Ya dan

9 |Millk Daerzh apsbita Rekomendas! | i m&n :;:n
satuju di paraf apabila Hes Inventarisasidiparaf
tidak dikembaflkan froentarisest
kepads Kabid BMO dipuca

| Menandatangani Draft

Laporan dan

Rekomendasi Hasil Draft Laporan

Inventarisasi Barang Tidak Ya dan Laporan dan

10 |Milik Daerah apabila Rekomendasi 1 Hari Rekomendasi Hasil

setuju ditanda tangani Haslt Iivrtaians
|apabiia tidak Irventarisas! ditandatangan!
dikembalikan kepada Hipref

Kepaia BPRAD

Menerima Laparan dan * Rekomendasi
Rekomendasi Hasll |laporan barang
Inventarisasi, ik daerah
M?rwlrahlkan Laporan dan * Laporan,

1 R Hasil rekomendasi 15 Menit rekomendasi,
Inventarisasi ke hasll inventarisasi e kertas kerja, dan
Perangkat Daerah Serta ditanda tangani berita acara diarsip
Mengarsipkan Dalam ke dalam file
File Inventarisasi inventarisasi barang

{Barang Millk Daersh milik daerah
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BADAN PENGELOLA KEUANGAI’\II{‘i‘Iw
DAN ASET DAERAH \
KOTA CIMAHI N\

Pac

Nomor SOP 24

Tgl Pembuatan _ |1 Desember 2021
TglRevisil [l [ 4 | Desember 2024
(TgtEfektit ]  Desember 2024

Badan Pengelola Keuangan dan

Pembykuan Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana ¥

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

5. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD)

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
+ i 2. Internet
1. SOP Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian,
ketidakjelasan, ketidaktepatan dan keterlambatan dalam pengelolaan
barang milik daerah

Disimpan sebagai data LRA BMD guna menunjang keakuratan dan keandalan data BMD yang
disajikan dalam laporan keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PETUGAS KASUBID KEPALA BIDANG KET
PEMBUKUAN PENATAUSAHAAN BMD KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT

1 |Menerima Dokumen Dokumen Perolehan/ 15 menit DokumenPerolehan/P
Perolehan/ Pengadaan/ Mutasi/ Pengadaan/ Mutasi/ engadaan/Mutasi/
Reklasifikasi/ Koreksi/ Reklasifikasi/ Koreksif Reklasifikasi/Koreksi/P
Penghapusan/ Rekomendasi |Penghapusan/ enghapusan/
hasil Inventarisasi Rekomendasi Hasil Rekomendasi Hasil

Inventarisasi Inventarisasi yang
sudahdiregistrasi

2 |Melakukan analisis dokumen Dokumen Perolehan/ 60 menit Input Barang Milik
dan melakukan * Pengadaan/ Pengelola
input/pencatatan mutasi Penghapusan yang
tambah/kurang sudah diregistrasi

3 [Meneliti/ mengkoreksi input Input Barang Milik 30 menit Input Barang Milik
mutasi tambah/kurang Tidak Ya Pengelola Pengelola yang

sudahdiverifikasi

4 |Menyetujui {(posting) input 3 Input Barang Milik 30 menit Input Barang Milik
mutasi tambah/kurang - ‘ Pengelola yang sudah Pengelola yang

L diverifikasi sudahdisetujui
Ya (posting)

5 |Mendokumentasikan input dan Input Barang Milik 15menit PengarsipanDokumen
mengarsipkan Dokumen Pengelola yang Perolehan/
Perolehan/ Pengadaan/ | sudahdisetujui Pengadaan/Mutasi/Re
Penghapusan (posting) klasifikasi/Koreksi/Pen

ghapusan yang sudah
dilengkapi NUP
{kodeposting) dalam
file Pengelola Barang




barang milik daerah
{pinjam pakal) dari
pemohon

Nomor SOP 25
SIS TglPembuatan 0 v 1 Desember 2021
| Tgl Revisi Desember 2024
Tgl Efektif Desember 2024
( Disahkan Oleh i Kepala mmna: Pengelola Keuangan dan
BADAN PENGELOLA ‘ Aset padxahiKota Cimahi
KEUANGAN M
DAN ASET DAERAH \
W RIONS.Pd. MM
zo-n> n— gb—-—— NIP. 197007101992011001
Narma S0P 1 Barang Milik Daerah (Pinjam Pakal)
DASAR HUKUM Kualifikasi Pel
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan  |Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah y
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
|Pengelolaan Barang Milik Daerah
3, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
" 2. Internet
|
1. S0P Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan
barang selama masa pinjam pakal menjadi tanggung Jawab Setiap pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme pinjam pakai wajib dicatat secara tertulis dan terdokumentasi
penuh peminjam
PELAKSANA
NO KEGIATAN MTL ARY
PEMOHON KEPALA BPKAD KABID KASUBID ASISTEN 3 SEKDA WALIKOTA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengirim surat '|||.
permohonan untuk | Surat permohonan
1|pemanfaatan _ Surat permohonan |1 Harl dari perninjam
barang milik daerah pakai
(pinjam pakai)
Menerima surat |
permohonan untuk | | Disposisi atas surat
Surat permohonan . )
2|pemanfaatan A SR oaKat 1 Hari permohonan dari
barang milik daerah pammjEn peminjam pakai
{pinjam pakai)
J
Menerima disposisi Disposisi atas surat Disposis| atas surat
3 dar| BPKAD permohonan dari 1 Hari permohonan dari
peminjam pakai peminjam pakai
Melakukan
penelitian +
administrasi
berdasarkan surat Disposisi atas surat
4|permohonan |permohonan dari 1 Harl KB
pemanfaatan peminjam pakai




w

Melakukan
penelitian fisik
lapangan
berdasarkan surat
permohonan
pemanfaatan
barang milik daerah
(pinjam pakal) dari
pemohon

1.KIB
2. Sistem sipkdaset

1Hari

BA Penelitian fisik
dan administrasi

o

Membuat dan
mengirimkan nota
dinas untuk
persetujuan
walikota dengan
dasar hasil
penelitian
pemanfaatan
barang millk daerah
{pinjam pakai)

Dokumen BA

4 Jam

Nota dinas

Menerima nota
dinas apabila
disetujui akan
diparaf, apabila
tidak akan
dikemballkan
kepihak
|sebelumnya untuk
diperbaiki

Tidak

Tidak

Nota Dinas

4 Hari

Nota dinass yang
sudah diparaf oleh
berbagal pihak
terkait

Memberikan
di Isl atas nota

dinas untuk
persetujuan
pemanfaatan
barang milik daerah
(pinjam pakai)

Nota dinas yang
sudah diparaf oieh
berbagai pihak
terkalt

2 Hari

Disposlsi atas Nota
Dinas yang sudah
diparaf

Menerima surat
disposisi atas nota
dinas untuk

D

persetujuan
pemanfaatan
barang milik daerah

{pinjam pakai}

Disposisi atas nota
dinas yang sudah
diparaf

1 Harl

Nota dinas
persetujuan,/penol
kan

10

Menerima surat
persetujuan
walikota apabila
disetujui akan
diparaf, apablia
tidak akan
dikembalikan
kepihak
sebelumnya untuk
diperbaiki

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Nota dinas
persetujuan/
penolakan

4 Hari

Nota dinas
persetujuan/penol,
kan yang sudah
diparaf cleh
berbagal pihak
terkait

1

Persetujuan/pencla
kan nota dinas oleh
wallkota

Nota Dinas
Persetujuan/Penolak
an yang sudah
Diparaf oleh
berbagal pihak
terkait

2 Hari

Nota dinas

kan

persetujuan/penola




Tidak lanjut

disposisi

persetujuan/pencla -— Nota Dinas Sifcsiii
12|kan walikota perihal ] Persetujuan/Penolak |1 Harl

F perjanjian

pinjam pakai an

barang milik daerah

dari pemohon

Menerima draft

surat perjanjian

pinjam pakal, I

apabila disetujul Tidak |. WMM”“MH"__&E

akan diparaf, Draft Surat "
13| apabila tidak akan S Tidak i silien 3 Hari Sy O

dikembalikan .

kepihak serah terima

sebelumnya untuk Ya

diperbaiki Tidak

Menandatangani Ya

surat perjanjian Draft Surat Legalisasi surat

pinjam pakai Perjanjian yang perjanjian pinjam
14|{barang milik daerah sudah diparaf dan |3 Hari pakai barang millk

dan berita acara draft berita acara daerah dan berita

serah terima oleh serah terima acara serah terima

sekretaris daerah

Legalisasl Surat

”u_oﬂ_“ﬂﬁﬂ_m““”“w ' perjanjian Pinjam Surat perjanjlan
15 Pakal Barang Millk |3 Hari dan serah terima

pemohan/peminja Daerah dan Berita pinjam

m barang :

acara serah terima
' Surat perjanjian dan

Berita acara pinjam serah terima Pinjam

pakal barang milik | Pakai Barang Milik
16} 4aerah disimpan Daerahyangsudah |1 2" Arstp

oleh kasubid ' ditandatangan oleh

sekda dan pemohon




&
4
BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

Nomor S0P

Tgl F
Tgl Revisi
Tgl Efektif {
Disahkan Oleh §
i
b .w f607101992011001
Nara SOP agfaatan Barang Millk Daerah (Sewa)

DASAR HUKUM |

Kualifikasi Pelaksana

1, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik: z@nm;_____ Daerah

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah
3, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 S:ﬁ;m Pengelolaan Barang Millk
Daerah

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Caerah

[PERINGATAN

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
i 2. Internet
1. 50P Bidang Pengelolaan Barang Millk Daerah 3. Alat Tulls
4. Printer
PENCATATAN DAN PENDATAAN

|Selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan keamanan

Sebagal bentuk pertanggungjawaban dan do 1tasl aset di
b g yang disewa P Yane
PELAKSANA MUTU BAKU
e RESUAIAN. PEMOHON KEPALA BPKAD KABID KASUBID ASISTEN 3 SEKDA WALIKOTA KELENGKAPAN | wakTU ouTPUT
Mengirim surat
1 permohonan untuk ' Surat 1 Harl Surat permohonan
pemanfaatan Barang permohonan darl peminjam pakal
Millk Daerah (Sewa)
|Menerima surat Surat hian Disposisi atas surat
3 permchonan untuk prma 1 Hari permohonan dari
pemanfaatan barang darl peminjam peminjam pakal
milik daerah (sewa) pokal
| Disposisi atas
surat Disposisi atas surat
3 Menerima disposis! permohonan  |1Jam permahonan dari
dari BPKAD dari peminjam peminjam pakal
pakai
Melakukan penelitian
administrasi Disposisi atas
berdasarkan surat surat
4 permohonan permohonan 1lam KiB
pemanfaatan dari peminjam
penyewaan barang pakai
milik daerah dari
pemohon
Melakukan penelitian
fisik lapangan
berdasarkan surat w ”._M T Hai BA Penelitian fislk dan
5 |permchonan fi m |administrasi
pemanfaatan barang Bipkiasst
milik daerah (sewa)
darl pemohon




Membuat analisa
penelitian nilai sewa
berdasarkan hasil
penelitian

BA Penelitian sLm Hari

Dokumen BA

Membuat dan
Mengirimkan nota
dinas untuk
persetujuan Wallkota
dengan dasar hasil

|Penelitian

pemanfaatan Barang
Milik Daerah (Sewa)
dan analisis peneditian
sewa

Dokumen BA 4 lam

Nota dinas

Tidak Tidek ridak
Menerima nota dinas ——
apabila disetujui akan i Ya
8 di paraf, apabila tidak Ya _ Nota dinas yang
-_am_ di kembalikan i Nota dinas 4 Hari sudah diparaf oleh
kepihak sebelumnya i Ya berbagal pihak terkait
untuk di perbaiki Tidak |
|
Memberikan disposisi
atas nota dinas untuk Nota dinas yang o
9 |persetujuan sudah diparaf 2 Hart Spos Sioxs
pemanfaatan Barang oleh berbagal dinas yang sudah
Millk Daerah (Sewa) pihak terkait diparat
Menerima surat
disposisi atas nota
10 [dinas untuk | Disposlsi atas Nota dinas
um.u““.“_u:--: & ! nota dinas yang |1 har persetujuan/p
pem. tan Barang f sudah diparaf n
Milik Daerah (Sewa) |
Menerima surat i hhites Tidak
persetujuan Walikota !
apabila disetujui akan Ya ¥ Nicta Dirs
11 |di paraf ,apabila tidak s Nota dings Parsstujuan/Penciaka
akan dikembalikan Tidak Ya ! persetujuan/pen (4 Hari n yang sudah Diparaf
ke u.:nw.m ....'..1_...3_._..6 m | olakan ”n.‘”m berbagai pihak
untuk diperbaiki _ Tidak | K
| | Ya
! “
_ 1
| Nota Dinas
Persetujuan/Penolaka | Persetujuan/Pen
12 |n Nota Dinas oleh i olakan yang Rota Dinas
Walikota | sudahyDiparaf |21 Persetujuan/Penolaka
i oleh berbagai "
1 pihak terkait
Tindak Lanjut disposisi |
persetujuan/Penolaka A
13 {n walikota perihal Nota Dinds
Persetujuan/Pen {1 Hari Draft Surat Perjanjian

Sewa Barang Millk
Daerah dari pemohon

Tidak

alakan




Menerima draft Surat
uﬂ_v..___n: m_ws.u_ Draft Surat Perjanjian
apabila disetujui akan Draft Surat 3 Harl yang sudah diparaf
14 |di paraf, apabila tidak Ya N Ya Perjanjian ® dan draft berita acara
akan di kembalikan i serah terima
kepihak sebelumnya
untuk diperbaiki
Tidak Tidak
Menandatangani Draft Surat Legalisasi Surat
surat perjanjian Sewa Perjanjian yang |perjanjian Pinjam
15 [Barang Milik Daerah H&naﬁﬁ 3 |PakaiSarang Milik
ﬂ_u__, berita acara serah o h a Daerah dan Berita
terima oleh Bcsre sera acara serah terima
Sekretaris Daerah terima
_.nnu_w.&_ Sury Surat.perjanjian dan
perjanjian
Barang| e, serah terima Pinjam
nven Pinjam Pakal 2 "
o |diserakan kepada BarangMilik  [3vari | oka Barang Milik
1 pemahon untuk Darh Daerah yang sudah
ditandatangan ditandatangan oleh
Seftth sears sekda dan pemohon
serah terima
Surat perjanjian
dan serah terima
Pinjam Paka
Berita acara Sewa Berana Wil
17 | Barang Millk Daerah Doershyang  [1Harl  [Arsip
disimpan oleh kasubid sudoh
ditandatangan
oleh sekda dan

pemohon




Nomar SOP

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Peraturan Pemerintah
Nomar 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana

M Tg! Pembuatan i?" ber 2021

Tg! Revisi -
‘ Tigh Efektif ber 2024

V Disahkan Oleh engelola Keuangan dan
bta Cinnahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KOTA CIMAHI Lt Jrgororssao 01

— :::'l‘i.ﬁ 3&;.&;..“ F:Wﬂnﬂm Kebutuhan Barang Milik Daerah

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sistem infi 5 itoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah

|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENG KAPAN
1. Komputer
1. Internet

1. SOP Bid: Pengelolaan B: Milik Daerah

ang Fengelolaan Barans e 3. Alat Tulls

4. Printer

PERINGATAN FENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ¥ REKBMD tidak maka P d barang

milik d h ticak crapat dilsh P tidak t i Disimpan sebagai data elektronik dan manual

N PELAKSANA MUTU BAKU

SKPD KABID BMD Kepala BPKAD Bag Hukum Sekda Operator KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT

1 {Pengiriman surat usutan Rencana -

{Kebutuhan barang Millk Daerah Surat Usulan 10 Menit Tanda Terima
RKEMD)

2 |Menerima surat usulan Rencana 7
Kebutuhan barang Milik Daerah Surat Usulan 2Jam Tends Te|.1mu.
(RKBMD] Disposisi

3 [Meneruskan usulan Rencana
Kebutuhan barang Milik Daerah Surat Usulan,
(RKBMD] Ke Operator REBMD F Surat Usulan, Disposisi 1lam Disposisi

4 |Operator, entry data usulan
Rencana Kebutuhan Barang Millk Surat Usulan,
Daerah kedalam aplikasi Surat Usulan, Disposisi 1 Harl Disposisl, Laporan
SIARKABEH Hasil Inputan

5 |Operator menyershken hasil Surat Usulan,
entry kepada Kabid BMD untuk di Surat Usulan, Disposist, 30 Manit Disposisi, Laporan
verifikasi Laporan Hasil Inputan Hasil Inputan, Lembar|

Verifikasi

6 |Operator menerima data hasil Surat Usulan, Disposisi, Surat Usulan,
wverifikasi, untuk dimasukan Laporan Hasil 30 Manit Disposisl, lembar
| kedalam aplikasi SIARKABEH Inputan, Lembar Verifikasi, Laporan

Verifikasi RKBMD
7 |Mencetak dokumen Rencana y < Surat Usulan,
| Kebutuhan Barang Milik Daerah | SeeatLsulan; Dimposi); Disposisi, lembar
lembar Verifikasi, 30 Menit g
(REBMD) L AKBMD Verlfikasi, Laporan
poran RKBMD

8 |Kepala BPKAD Mengirimkan nota
dinas kepada Sekda, untuk
meminta persetujuan untuk
dibuatkan SK RKBMD oleh bagian Laporan RKBMD 1 Hari Nota Dinas
Hukum s

Tidak

§ |Menerima nota dinas dari Sekda "
terkait persetujuan untuk a
dibuatkan SK RKBMD Nota Dinas, Draft 5K 1 Hari Disposisi Persetujuan

10 | Meneruskan Nota Dinas beserta i
draft SK kepada Bagian Hukum Tidak [ .
untuk dibuatkan SK RKBMD | Nota Dinas, Draft SK, i Draft K Hasil
Disposisi Persetujuan Pembahasan
11 |Menerima 5K RKMBD dari Bagian -
i i
Hukum untuk ditantangani Sekda - £ SK Hasil Lian £t K Hasil
Pembahasan Pembahasan
12 | Menyershkan 5K Sekda dan
Dokumen RKBMD untuk Draft 5K Hasil .
ditantangan: Sekda Peribahiasan 1 Hari SK RKBMD
I i
13 |Menerima Dokumen dan SK
RKEMD yang telah ditangani
Sekd
’ 5K RKBMD 1jam Arsip




Nomor S0P
il Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
& Tosen ,
( Disahkan Oleh 7
Nama SOP .H.*W)lnwc_._nn_. Standar Harga Satuan
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah ~\
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
3, Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Ped Teknis Peng
Keuangan Daerah
4. Peraturan Walikota Cimahi Nomeor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025
|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Internet
1, SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulls
4. Alat Komunikasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
)nnc._a m.-:nnq Satuan Harga Tahun 2025 tedambat disusun maka SKPD Disimpan masing - masing SKPD sebagal dol untuk peny RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dan sebsgal bahan bukt! jika diperlukan (F BPK dan In atau keperluan lain untuk kepentingan dinas sesual
dalam RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 ketentuan peraturan perundang - undangan)
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
SKPD [ Staf BMD | Kasubid BMD | Kabid BMD [ KepalaBPKAD | Bag Hukum | Sekda | Wali Kota KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
A |Usulan Barang Yang Akan Di Survey
1 |Menugaskan Kabid untuk
menyusun Surat Edaran Nota dinas perintah 15 menit Nota dinas perintah
terkait usulan barang yang
|akan di survey ]
2 |Memerintahkan Kasubid
untuk menyusun konsep i Kaousep s tet 15 menit Draft surat edaran
edaran
| _|Surat Edaran
————
3 |Mengecjakan dan Draft konsep surat
menyerahkan konsep surat atlorin 30 menit {onsep surat edaran
..Lwa.rE_ _
4 |Memeriksa konsep surat
edarar apabila sudah sesual Tidak
diteruskan kepada Kepala Surat edaran usulan
BPKAC untuk di I
| Ya Surat edaran S menit barang yang akan di
tandatangani, apabila tidak : Ya Ya Ya sunv
sesual dikembalikan kepada 1] vl ey
|Kasubid untuk diperbalki
i TidaK Ti Tidal
5 {Memerintahkan Kabid 3 Surat edaran perihal
untuk mengedarkan i Surat edaran perihal
usulan barang yang
kesetiap SKPD usulan barang yang 5 menit
i A s akan d survey ke
aan B, setiap OPD
§ {Mernierintahikan kapaca stat Surat edaran Mengarsipkan Surat
untuk mendokumentasikan
perihalusulan edaran dan
dan mengedarkan surat 90 menlt
barang yang akan d membagikan ke
edaran j
survey setiap OPD
7 |P
erangkat Daerah S urat masul akas
menyampaikan usulan item
Surat usulanbarang " usulan barang yang
barang sesual isl surat : 15 menit :
P yang akan di survey akan di survey dari
, tiap OPD




Menerima surat usulan item

|Kasubid

Surat IMiengarsipkan surat
barang dart OFD terkait masukatasusulanba masuk atas usulan
barang yang akan disurvey i kari i 5 harikerja bara kan di

E Yang akan Ng Yang al
survey survey
9 |Memerintahkan Kabic BMD Nota
untuk mengolah data usulan In perintahrekapitulasi Draft rekapitulasi
darl perangkat daersh dana ke horiing 5 menit data usulan item
yang diusulkan barang
berdasarkan surat
yang masuk
10 |Memerintahk ananalis Surat perintah
untuk mengumpulkan data l rekapitulasi usulan 5 ik Draft Doukumen
usulan item barang dari item barang yang surat perintah
SKPD akand survey
Mﬂ.ﬂ:n:u mengumpulkan dan Deaftusulan
e rahikan smkapifas) rekapitulas! item _ Draft barang yang
Resmbarang yang skan ‘1 barang yang akan d il akan d survey
disurvey kepada Kasubid sirvey
12 |Membuat dokumen barang- Daftar ftem barang Dokumen barang
barang yang skan di survey ||||'| yang akan di survey Lo yang akan disurvey
13 |Kabid memerintahkan analis
untuk mengerjakan kensep Konsep surat Konsep surat
surat permohonan petugas |vIn permohonan 15 menit permohonan
surveyor petugas surseyor peyugas surveyor
14 |Analis mengerjakan dan
menyerahkan konsep surat Ya Ya Draft surat
permchonan petugas w’r" PR R Surat permohonan
surveyor kepada Kabid _ PR petugas survey
setelah disetujui kasubid Tidak |__Tidal
15 |Memerintahkan kepada staf
untuk mendokumentasikan Suratediran T e
(e egeidekan ure: 1 In permohonan 90 menit permohonan
petuges surveyor kepada patigas survey TS survey
oPD
|
16 | Perangkat Daersh Surat masuk usulan
menyampaikan usulan [ Surat masuk usulan Fa— SRS SV VAT
persor || sesuai isi surat petugas survey sudah di catat di TU
|edaran
17 |Menerimasuratusulanperso
nil yang akanmelakukan
survey dari Perangkat Siirak stk ddion Surat masukusulan
Daerah untuk petugas survey 3 hari petugas survey yang
diserahkankepadakepala sudah di catat di TU
BPKAC
18 |Memerintahkan Kabid EMD
untuk mengolah data usulan Nots perintahvekap ) Heioap petugas
PETgss surveyOr dan lﬂ petugas survey Shars survey
perangkatdaerah |
|
19 [Menugaskan kasubid untuk _ e —
mempersiapkan konsep Tim .| } Finbist Bornes & rarit Konsep surat Tim
petugas survey Tim petugas survey PeBRsaurYeY
20 [Memerintahkan analis
untuk mengerjakan konsep In Eﬂﬂh“_m:”“_gin 15 menit Draft konsep Tim
Tim petugas survey petisgas survey petuga survey
21 |Analis mengerjakan dan
menyerahkan konsep Tim Draft konse s Tim 30 menit Draft konsep Tim
petuges survey kepada i petugas survey petugas survey




27 ”_”_n voﬂwm”_.“,___.wz Tim i Draft surat Tim 10 menit Tim survey yang
UEES SU
Stugas su sudah d disetujui
| |kepadakabid i i 4 ¢ )
23 [Menadatangani Tim survey
untuk i bagikan ke OPD Surat keputusan . Dokumen Surat
Tims B 1 hari Keputusan Tim
im survey Barang Surey
B _vﬁ_..hoﬁa:u: Data Hasil Survey
1 |Mengumpulkan hasil data Surat masuk hasil Dokumen hasil
5 hari
survey H survey barang survey per OPD
2 |Menerima Hasil Survey ) Dokumen hasil
Standai I hasil survey barang 1 hari i oPD
3 |Memerintahkan analis survey per
untuk mengelompokan data
hasil survey sesual
lj en hasil Doku
kelompok barang dan akun Draft dokumen has 5 hari meri gAEKIrRAn
survey hasil survey
belanja serta menghitung
harga standar harga
4 |Analls mengolah data hasil
survey, dikelompokan Dokumen hasll
sesual kelompok barang dan survey sesual akun
akun belanja dan Draft dokumen belanja dan
melakukan perhitungan pengelompokan kelompok barang
standar harga ( menghitung dan perhitungan 30 hari Harga standar satuan
harga dasar, menghitung berdasarkan hasil barang telah di
harga standar yang telah di survey hitung sesual dengar
tambah nilal inflasi dan PPh) perhitungan yang
Tidak berlaku.
5 |Kasubid memeriksa hasil Ya
data yang sudah diolah, Tidak Dokumen koreksian 60 menit Dokumen hasil
untuk diserahkan ke Kabid hasil survey koreksian kabid
6 |Kabid memeriksa data yang Ya
il
sudah diolah, untuk Dokumen hasil — _,ww%cwﬂ”:_"”“”s
dilaporkan kepada Kepala Tidiak koreksian kabid BPKAD
|BPKAC
7 ”ﬂu&» mvxn.mm.: a.unﬂh.u_ﬁ_._ Dokumen untuk Dokumen hasil
k ﬂz:ﬂ M_, d 2 I dikoreksl kepala 30 menit korekslan kepala
sl r BPKAD BPKAD
8 [Kabid menyerahkan data |
yang sudah di olah kepada
Kasubld untuk di masukan Ddokumen hasil
kedalam Aplikas! Sistem - koreksian kepaia 15 menit co_.ﬁa 3“_”__
Informas! Pemerintah BPKAD it
Daerah (SIPD)
9 |Kasubid menyerahkar data
kepada Staf, sekalian
memerintahkan untuk Rancangan
dibuatkan draf surat Dokumen hail 10 menit peraturan walikota
Peraturan Kepala Daerah survey ! tentang Standar
terkalt tentang Dokumen Harga Satuan
Standar Satuan Harga
_mm«m:m.
10 |Kabid memeriksa konsep Ya
draft Peraturan Kepala w’ltl Draft peraturan Draft hasil koreksian
Daerah tentang Standar walikota tentang X peraturan Walikota
Tidak
Satuan Harga 1 Standar Harga 15 misnit tentang Standar
Satuan Satuan Harga




11 |Kabid menyerahkan draft

Draft hasil

Draft hasil koreksian

Keputusan Kepala Daerah
Ba Huku
tentang Standar Satuan koreksian peraturan gm:yaw_”ﬂ:v».q»ﬂ.._q_.._n:
Harga, untuk _ Wallkota tentang 2 harl Wolikota tentang
n.-ooq&:ﬂ._.rm: dengan ms__..”_mmq m“.a._w: Stardir Sotunes
Bagian Hukum _ rg Horgs
12 Mo_eﬂuﬂ vm_ir”.,oﬁ xnm.oos _ Dokumen hasil Dokumen yang
arihy pay na korekslan Baglan sudah dl farap
dangan Cagien Hukum, B Hukum tentang kepala BPKAD
.u__u“m_.__.._mhuz xm.._nnuuﬂ i peraturan Walikata 19 mgnkt tentang Dokumen
ek tentang Standar Perwal Standar
Satuan Harga Satuan Harga
13| Dokumen Peraturan Kepala
Doku
Daerah, yang sudah di paraf E_H” h-:u Bhiain vine
kepala BPXAD di lanjutkan farapkepala 8 PRl
untuk dilakukan paraf Ya Ya FRAD
koordinasi ke Bagi tentangDokumenPe 1 hari Asisten dan Sekda
H .“ e N_n.._ d = ;I,m rwalStandarSatuan tentang Dokumen
SRR, LA Ay S0 | Hargsuntuk di farap Perwal Standar
Sekretaris Daerah Kota [ ;
Cimah Tidak Tidak | para Asisten dan atuan Harga
M Sekretaris Daerah
S e p——
m.u“.” H A 3 W: 5 n“_._ di sudah di farap para Dokumen tentang
:. i .._ > Asisten dan Sekda Peraturan Kepala
paraf di tandatangani oleh
tentang Dokumen 2 harl Daerah tentang
|Kepala Daerah sebagai 2
Doku Standar Satu Peraturan Kepala Standar Satuzn
Ha JMM_.: X - Daerah Standar Harga (S5H)
> Satuan Harga (55H)




Nomor SOP

\ Tgl Pemt

Disahkan Oleh

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

= D T
Nama SOF _!‘5‘}" A thnj%ﬂ?m“ﬂah Millk / Dikuasal Daerah

DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana -
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1.2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Presiden Nomaor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang F 4 1g/dan Jasa Pe intah

5. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 g Ped Teknis Pengelal
Barang Milik Daerah

7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah

8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi
dan Tata Kerja Badan F jol dan Aset Daerah Kota Cimahi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

1. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis

4, Alat Transportasi
5. Alat Ukur

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pensertifikatan tanah milik/ daerah kan maka tanah D sebagal dluh dok aset dan dipakai sebagai alat ukur kebersihan Pemerintah Kota untuk meningkatkan
milik/dikuasai daerah akan terlambat status hak miliknya jumlah sertifikat Hak Pakai

FELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN KET
KASUBID INVESTASI DAN
KABAN KABID PENG AN T STAF KELENGKAPAN WAKTU oUTPUT

Kaban Memerintahkan untuk
pelaksanaan proses
pensertifikatan tanah
milik/dikuasai daerah

Data Aset 2 harl Data Aset yang telah
diverifikasi

Staf mermverifikasi data untuk
2 |diajukan permohonan hak pakai

dan menyerahkan kepada Kasubid Tidak

Data Aset yang telah 20 Data Aset yang telah
diverifikasi menit diverifikasi dan diparaf
Kasubid

Kasubid memeriksa data ysng
diserahkan Staf, apabila tidak
setuju mengembalikannya kepada
staf untuk diperbalki apabila
setuju memberikan paraf dan
menyerahkannya kepada Kabid

Ya

Data Aset yang telah 20 Data Aset yang telah
diverifikasi dan menit diverifikasi dan diparaf
Tidak diparaf Kasubid Kabid
Kabid memeriksa data yang Tidak
diserahkan Kasubid, apabila tidak
4 setuju mengembalikannya kepada
Kasubid untuk diperbaikl apabila
setuju memberikan paraf dan
menyershkannys kepada Kaban

| ¥ o Data Aset yang telah 15 Data Aset yang telah
2 diverifikasi dan menit diverifikasi dan diparaf
diparaf Kabid Kaban

Kaban memeriksa data yang
diserahkan Kabid, apabila tidak
setuju mengembalikannya kepada
5 [Kabid untuk diperbaiki apabila
setuju diparaf dan menyerahkan
kepada Kabid untuk proses
selanjutnya




Data Aset yang telah 20 Data Aset yang telah
Kabid misnesf s dita yang telah diverifikasi dan menit | diverifikasi dan diparaf
diparaf Kaban yang akan diparaf Kaban Kaban
6 digunakan sebagai lampiran Mol
antara Pemerintah Kota Gmahi
dan BPN kemudian menyerahkan
kepada Kasubid
Data Aset yang telah 2jam Data Aset yang telah
data yang telah diverifikasi dan diverifikas| dan diparaf
diparaf Kaban yang akan — diparaf Kaban Kaban
;o sebagal | Mou
antara Pemerintah Kota Cimahi
dan BPN kemudian menyerahkan
kepada Staf
| Data Aset yang telah 20 Data aset yang telah
Staf menerima data yang tefah diverifikasi dan menit ditandata ngani
diparaf Kaban, menyerahkan ke diparaf Kaban Walikota dan draft
Bagian Hukum untuk mendapat Maoll dengan BFN
tanda tangan Walikota, setelah
8 ds tanda tangan Wallkota
buat draft MoU dengan
lampiran berdasarkan data yang
telah ditandatangani Wallkota dan
hkan kepada Kasubid
Draft Mol dengan 20 Draft Moll dengan
EPN beserta menit 8PN
bid memeriksa draft MalJ ek lampirannya beserta lampiran nya
antara Pemerintah Cimahi dan
BPN apabila tidak setuju
3 balikan kepada staf untuk
P ikl, apabila setu|u member
Paraf dan menyerahkannya
kepada Kabid
Ya Draft Mol dengan 30 Draft Mol dengan
Tidak Tidak BPN beserta enit BPN
Kabid memertksa draft Mou lampirannya beserta lampiran nya
antara Pemerintah Cimahi dan
w |2 apabila tidak setuju
untuk diperbaik
apabila setuju member Paraf dan
¥ kepada Kaban
Ya Draft Mol dengan 15 Draft Mol dengan
BPN beserta menit BPN
lamplrannya beserta [ampiran nya
Kaban memeriksa draft Mol
antara Pemerintah Cimahi dan
BPN apabila tidak setuju
ballk untuk di rbaikl
i apabila setuju member paraf dan
yerah kepada Kabid i
untuk dimintakan tanda tangan
|Walikota
Draft Mol dengan 3jam Draft Mol dengan
BPN beserta BFN
Kabid menyerahkan draft MoU lampirannya beserta lampiran
12 |antara Pemerintah Cimahi dan nya
BPN kepada Kasubid
Draft Mol dengan 15 Draft Mol dengan
EPN beserta menit BPN
draft Mol lampirannya beserta lampiran nya
13 antara Pemerintah Cimahi dan
BPN kepada Staf untuk diserahkan
ke Baglan Kerjasama
]
Draft Mol dengan 1 harl Tands terima, form
Staf m ke draft Mot ke BPN beserts permahion an
Bagian Kerjasama apabila telah mpirennya pehuhmi o dan
selesal ditandatangani Wallkota, pemaboata n SHE
staf mengisi form permahonan yarg toih dlls
14 . v
B dan
Sertifikat Hak Pakai sesual
lampiran Mol dan
yerahk kepada Kasubid
farm permohan an 2 jam farm permohon an
pengukuran dan pengukuran dan
Tidak SRR pembuatan SHP pembuatan SHP
form yang yang telah diisi yang telah disl dan
staf apabila tidak diparaf Kasubid
15 setuju mengembalikan kepada staf
ntuk rbaikl, apabila setuju
berikan paraf dan
|menyerahkannya kepada Kabid
Ya
form permahen an 20 form permoha nan
pengukuran dan menit pengukur an dan
Kabid memeriksa form yang Tidak pembuatan SHP pembuat an SHP yang
diserahkan Kasubid apabila tidak yang telah dilsi dan telah diisi dan diparaf
1¢ [ty mengembalikan kepada y diparaf Kasubid Kabid
Kasubid untuk diperbaiki, apabila Tielak

setuju memberlkan paraf dan
menyerahkannya kepada Ksban




form permohanan 5 hari form permohon an
Ya pengukuran dan pengukuran dan
pembuatan SHP pembuatan SHP
Kaban memeriksa form yang yang telah dilsl dan yang telah
| diserahkan Kabid apabila tidak diparaf Kabid ditandatangani Sekda
setuju mengembalikan kepada
Kabid untuk diperbaiki, apablia
17 setu|u memberikan paraf dan
menyerahkannya kepada Sekda
untuk ditandatangankan dan
kembali kepada Ya
Kabid untuk
diproses lebih lanjut
‘ Form yang telah 15 Form yang telah
Kabid menyerahkan Form yang ditandatanga ni menit | ditanda tangani Sekda,
1 telah ditandatangani Sekda ke Sekda disposisi
Kasubid untuk diproses leblh
lanjut
‘ Farm yang telah 15 Form yang telah
ditandatanga ni menit ditanda tangani Sekda,
Sekda, disposisi dispasisl

Kasubid menyerahkan Form yang
telah ditandatangani Sekda ke Staf
untuk dikirim ke Kantor
Pertanahan Kota Cimahi untuk
mendapatkan peta bidang




' S0P 30
Tgl Pemnt 1D ber 2021
Tgl Revisi ~o—— " | Desember 2024
s gl Efektif e IV T4 | Desember 2024
Paad Disahkan Oleh 7 —~_]Kegala Badan Pengelola Keuangan
& rah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama SOP naan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah
kan Jasa Penilai Pemerintah)
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelak

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
|Barang/lasa Pemerintah

3. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Ped Teknis P fol.

Barang Milik Daerah

4. Peraturan Walikota Cimahl Nomor 28 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas
Pokok Furigsi dan Tala Kerja Badan Pengelola Kevangan dan Asel Daerah
Kota Cimahi

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer +
1. S0P Sekretariat Badan 2. Internet S Alak Teamsporvesi

6. Alat Komunikasi

B Alat Tulls 7. Alat Dokumentasi

4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerah terlambat
dibuat maka penghapusan barang milik daerah tidak terlaksana

c ot bl 4L h
D ¥ oal et

g dokumen |

PELAKSANA

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

KABID

KASUBID
PENGENDALIAN ASET
DAERAH

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU QuTPUT

KET

Staf menerima surat permohonan
penghapusan dari SKPD dan
memverifikasi surat permohonan
sesuai jenis penghapusan

3 Hari Tanda terima

Kasubid membuat draft pengajuan
|penghapusan kepada SEKDA dari
BPKAD dengan dua jenis

Surat

2 penghapusan yaitu :

1. Penghapusan barang rusak berat
2. Penghapusan kendaraan dinas
operasional kemudian
menyerahkannya kepada Kabid

dari SKPD

permohonan
penghapusan

Draft 5K

1 Hari
Penghapusan

Kabid memeriksa draft SK

Penghapusan, jika tidak setuju Tidak

mengembalikan kepada Kabid
untuk diperbaiki, jika setuju
menyerahkan kepada Kabid untuk
diajukan kepada Walikota

Ya

Draft SK

Penghapusan

Draft SK
Penghapusan
telah disetujul
Kabid

2 jam

Kaban memeriksa draft SK
Penghapusan, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kabid
untuk diperbaiki, jika setuju
menyerahkan kepada Kabid untuk Ya
diajukan kepada Walikota

== Tidak

Draft SK

yang telah

Penghapusan

disetujui Kaban

Draft SK
Penghapusan
yang telah

30 Menit

disetujui Kaban




memberikan paraf dan
menyerahkannya kepada Kaban

D
Kabid menyerahkan draft SK P:'rﬁ:a';usaan E':E:K "

5 |penghapusan kepada Kasubid untuk \ran:telah 10 Menit y:ngt::;:sa
dimintakan tanda tangan Walikota | disetujui Kaban disetujui Kaban
Kasubid menyerahkan draft SK -- ::\ﬂ:fpusaan o :: usan

6 |penghapusan kepada staf untuk w": o4 10 Menit van:t ﬂ"ah
dimintakan tanda tangan Walikota disetujui Kaban disetujui Kaban
Staf menyerahkan draft SK
Penghapusan kepada Baglan > DFafE Sk
Hukum untuk dimintakan tanda Parchramiceasi Tanda tera

7 Walikata, kemudian iy 3Jam ;

= yang telah draft undangan
|membuat draft undangan dan disetujui Kaban
|menyerahkan draft undangan ke
| Kasubid
Kasubld memeriksa draft undangan k -
dan mengkoordinasikan dengan ”
] ot cter e Draft Undangan 2 Jam Draft Undangan
menyerahkannya kepada Kabid
Tidak
Kabid memeriksa draft undangan
apabila tidak setuju
mengembalikannya kepada Kasubid

9 untuk diperbaiki, apabila setuju k4 Draft Undangan 20 Menit Draft Undangan
memberikan paraf dan
menyerahkan kepada Kaban
Kaban memeriksa draft undangan
| apabila tidak setuju
| mengembalikannya kepada Kabid

10 {untuk diperbaiki, apabila setuju Draft Undangan 10 Menit Draft Undangan
beri paraf dan yerahkan Tidak
kepada Kabid untuk dimintakan Ya
tanda tangan Sekda
Kabid menyerahkan draft undangan
yang telah diparaf Kaban kepada =
Menit
1 Kasubid untuk dimintakan tanda _ Praft Undangan 20 Men
tangan Sekda
Kasubid menyerahkan draft
undangan yang telah diparaf Kaban -
10 Menit
12 kepada Staf untuk dimintakan tanda Praft ridsngan el DiattUindangan
tangan Sekda
y
Staf yerahkan draft und.
ke Sel is Daerah, bagik Undangan dan
13 |und kemudian mengetik hasil Draft Undangan 1Jam tanda terima,
rapat panitia dan menyerahkannya hasil rapat
kepada Kasubid
y
Kasubid memeriksa laporan hasil
rapat panitia apabila tidak setuju
balikan kepada Staf untuk Tidak == |Laporan hasil . [reporantpsl
14| e 3 L 20 Menit rapat yang telah
diperbaiki, apabila setuju rapat disetujul Kasubld
memberikan paraf dan .
yerahkannya kepada Kabid Ya
Kabid memeriksa laporan hasil
rapat panl'tl? apabila tidak 5et|.!]u Caarais R Laporan hasil
mengembalikan kepada Kasubid
15 ntuk diperbails, apabila setuju rapat yang telah 10 Menit rapat yang telah
;e disetujui Kasubid disetujui Kasubid




.
Kaban memeriksa hasil rapat panitia ik
apabila tidak setuju mengembalikan a
kepada Kabid untuk diperbaiki, Ya Laporan hasil Laporan hasil
16 |apabila setuju memberikan paraf rapat yang telah 15 Menit rapat yang telah
dan menyerahkannya kepada Kabid disetujui Kasubid |disetujui Kaban
untuk dimintakan tanda tangan
|kepada Sekretaris Daerah
Kab:di:':"\'m*:(::";:s“ ﬁp: E Laporan hasil Laporan hasil
17 ::mit k:pad:da M ur:: d rapat yang telah 10 Menit rapat yang telah
AkntNaniarta fangan ke ppa disetujui Kaban disetujui Kaban
Sekretaris Daerah
""‘_‘t_"dk:e?esﬂw"rh" "1’” repat - Laporan hasil | Laporan hasil
18 -:Isn:ha : pa am' untul - rapat yang telah 10 Menit rapat yang telah
climisitakan tancta sangan keg=ea disetujui Kaban disetujui Kaban
Sekretaris Daerah
st n‘-elr(l\r !'ahk;:k:.'::;:ﬂwg:t i Tanda terima dan
panh':adl ey !d: " k: m:ra Laporan hasil draft surat
19 it };a: &aﬂsaﬂ mi i rapat yang telah 1Jam permintaan
merlgelt it suri perrrl o disetujui Kaban pemeriksaan
pemeriksaan secara teknis dan caiata tekt
menyerahkannya kepada Kasubid
Kasubid memeriksa draft surat
permintaan pemeriksaan secara Gt surit Draﬂ_surat
teknis, apabila tidak setuju permintaan permintaan
20 |mengembalikannya kepada staf Ipeinetisaan 10 Menit pemeriksaan
untuk diperbaiki, apabila setuju sacara taknk secara teknis yang
memberikan paraf dan disetujui Kasubid
menyerahkannya kepada Kabid
Ya
—
Kabid memeriksa draft surat
permintaan pemeriksaan secara Draft surat
Draft t
teknis, apabila tidak setuju Tidak perrnl:::;n permintaan
21 |mengembalikannya kepada Kasubld t i s 10 Menit pemerlksaan
untuk diperbaiki, apabila setuju i Lkl secara teknis yang
memberikan paraf dan disetujul Kabid
menyerahkannya kepada Kaban Ya
L
e
Kaban memeriksa draft surat Tidak
per pemeriksaan secara Draft surat
|teknis, apabila tidak setuju permintaan Surat permintaan
2 mengembalikannya kepada Kabid Ya pemeriksaan 10 Menit pemeriksaan
untuk diperbaiki, apabila setuju secara teknis secara teknis yang
|memberikan paraf dan yang disetujui |disetujui Kaban
menyerahkannya kepada Kabid Kabid
untuk dikirimkan
Surat intaal
Kabid menyerahkan surat 1pemerﬁfl?a n n Surat permintaan
23 pem?lntaan pernerlk?aan secara beecsra siknmic 10 Menit pemerlksasr\
teknis kepada Kasubid untuk - disetuiti secara teknis yang
dikirimkan yeng W disetujul Kaban
Kaban
Surat permintaan
Surat int;
Kasubid menyerahkan surat pemeriksaan u;e::;;:' " )
24 |permintaan pemeriksaan secara secara teknis 10 Menit ::cara VGkHEEVarie
teknis kepada staf untuk dikirimkan yang disetujui disetujui Kaban

Kaban




Staf girimkan surat per

| pemeriksaan secara teknis setelah »
itu, bersama Kabid dan Kasubid

|Surat permintaan Tanda terima,
Mendampingi pemeriksaan secara
|pemeriksaan daftar
teknis dan menyediakan peralatan e z ; | ”
5 Kelengkapan pemeriksaan teknis secara teknis 3 Hari pemeriksaan
disetujul teknis umur
kemudian merekap dan mengetik ‘:2:':“ I |cendaraan
daftar pemeriksaan teknis umur
kend: dan menyerahkanny
kepada Kasubid
Kasubid memeriksa daftar hasil
pemeriksaan teknls umur Datar Diftar
kendaraan, apabila tidak setuju
| mengembalikan kepada staf untuk mﬂhaan 1lJam pem_erlksaan
eng pad Tidak teknis umur teknis umur
diperbaiki, apabila setuju membaeri kendarain kendaraan
paraf dan menyerahkan kepada
Kabid
Ya
|
Kabid memeriksa daftar hasil
pemeriksaan teknls umur Daftar Daftar
kendaraan, apabila tidak setuju
[ Tksa k:
7 |mengembalikan kepada Kasubid Tidak :‘:I::; rum:rn 1Jam r::::u:::rn
untuiidl?erbaufk; apabila SEll:ulu il ladaraan
T | paraf dan
| kepada Kaban Ya
Kaban memeriksa daftar hasil
pemeriksaan teknis urmur
kendaraan, apabila tidak setuju . Daftar Daftar
mengembalikan kepada Kabid o pemeriksaan pemeriksaan
untuk diperbaiki, apabila setuju 30 Menit
e fd = Ya teknis umur teknis umur
| parat dan Kan
X |kendaraan kendaraan
kepada Kabid untuk dijadikan dasar
pembuatan telaah staf tentang hasil
pemeriksaan
Kabid menyerahkan daftar hasil Dattar Daftar
pemeriksaan teknis umur - .
Lo pemeriksaan pemeriksaan
aan kepada Kasubid untuk bl Ui 15 Menit A

dijadikan dasar pembuatan telaah

staf gl peenestisaan - kendaraan kendaraan

Kasubid menyerahkan daftar hasil

Daftar Daftar
pemeriksaan teknls umur | pamnpriizzan pemmaTisaan
kendaraan kepada Staf untuk > teknis umur 15 Mank teknis umur
dijadikan dasar pembuatan telaah hsdidari b
staf tentang hasll pemeriksaan
Staf membuat draft telazh staf dan Daftar
NFPKND kepada Sekretaris Daerah pemeriksaan 2Jam Telaah staf dan
dan menyerahkannya kepada teknis umur NPKND
Kasubid kendaraan
Kasubid memeriksa telaah staf dan
NPKND yang dibuat staf, apabila

2 tidak setuju mengembalikannya Telaah staf dan 1Jam Telaah staf dan
kapada staf untuk diperbaiki, Tidak NPKND NPKND
apabila setuju memaraf dan
menyerahkannya kepada Kabid

Ya




a3

Kabid memeriksa telaah staf dan
NPKND yang diserahkan Kasubid,
| apabila tidak setuju
bafikannya kepada Kasubid
untuk diperbaiki, apabila setuju
f dan menyerahk
|kepada Kaban

Tidak =

Ya

Telaah staf dan
NPKND

20 Menit

Telaah staf dan
NPKND

34

Kaban memeriksa telaah staf dan
NPKND yang diserahkan Kabid,
apabila tidak setuju
mengembalikannya kepada Kabid
untuk diperbaiki, apabila setuju
memaraf, menandatangani dan
menyerahkannya kepada Kabid
untuk dimintakan tanda tangan
Sekretaris Daerah

Tidak

Telaah staf dan
NPEND

15 Menit

Telaah staf dan
NPEND

35

Kabld menyerahkan telaah staf
kepada Kasubid untuk dimintakan
tanda tangan kepada Sekretaris
Daerah

Telaah staf dan
NPEND

15 Menit

Telaah staf dan
NPEND

36

Kasubid menyerahkan telaah staf
kepada staf untuk dimintakan tanda
tangan kepada Sekretaris Daerah

Telaah staf dan
NPEND

15 Menit

Telaah staf dan
NPKND

37

Staf menyerahkan telaah staf
kepada Staf untuk dimintakan tandal

tangan kepada Sekretaris Daerah
kemudian membuat draft Surat
Penetapan Penghapusan disertai
dengan lampiran data penghapusan

i dinas op

gkap dengan umur dan harga
pasar serta harga ganti rugi,

¥ ¥ L

Kasubid

Telaah staf dan
NPKND

2 Hari

Tanda terima dan
draft surat

penghapusan

38

Kasubid memeriksa draft Surat
Penetapan Penghapusan dan
perhitungan yang dibuat staf

pabila tidak setuju balikan
kepada staf untuk diperbaiki,
apabila setuju menyerahkannya
kepada Kabid

Draft surat
penetapan
penghapusan

1 Hari

Draft surat
penetapan

39

Kabid memeriksa draft Surat
|Penietapan Penghapusan yang
|diserahkan Kasubid apabila tidak
setuju mengembalikan kepada
Kasubid untuk diperbaiki, apabila
setuju memaraf menyerahkannya
kepada Kaban

Tidak

Ya

Draft surat
penetapan

2Jam

Draft surat

penghapusan

Kaban memeriksa draft Surat
Penetapan Penghapusan yang
diserahkan Kabid apabila tidak
setuju mengembalikan kepada
Kabid untuk diperbaiki, apabila
setuju memaraf menyerahkannya
kepada Kabid untuk dikirim ke
Bagian Hukum untuk dimintakan
Tanda Tangan Walikota

Tidak

Draft surat
penetapan

30 Menit

Draft surat
penetapan
penghapusan
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Kabid menyerahkan draft Surat
Penetapan Penghapusan yang telah
disetujui Kaban Kepada Kasubid
untuk dikirim ke Bagian Hukum
untuk dimintakan Tanda Tangan
Wallkota

Draft surat

{penetapan
{penghapusan

10 Menit

Draft surat
|penetapan
|penghapusan

L]

| Kasubid menyerahkan draft Surat

Penetapan Penghapusan yang telah
disetujui Kaban Kepada staf untuk
dikirim ke Baglan Hukum untuk
dimintakan Tanda Tangan Walikota

Draft surat
penetapan
penghapusan

10 Menit

Draft surat
penetapan
penghapusan

43

Staf menyerahkan draft Surat
Penetapan Penghapusan yang telah
disetujui Kaban ke Bagian Hukum
untuk dimintakan tanda tangan
Walikota kemudian membuat
Jadwal lelang tertutup merekrut
peminat dan melakukan proses

penjualan dan menyerahkan hasil
penjualan kepada Kasubid

Draft surat

penghapusan

4 Jam

Tanda terima,

J | lelang
tertutup

Kasubid merekap dan mengevaluas
hasil penjualan secara lelang
terbatas dan membuat daftar
penjualan hasil lelang penjualan
kendaraan dan menyerahkannya
kepada Kabid

Data penjualan
hasil lelang

1Jam

Rekap hasil
penjualan secara
lelang

45

Kabid memeriksa hasll lelang yang
telah dievaluasi dan daftar
penjualan hasil lelang penjualan
kendaraan, apabila tidak setuju
menyerahkannya kepada Kasubid
untuk diperbaiki, apabila setuju
memberikan paraf dan
menyerahkannya kepada Kaban

Tidak

Ya

Rekap hasil
penjualan secara
lelang

40 Menit

Rekap hasil
penjualan secara
lelang

Kaban memeriksa hasil lelang yang
telah dievaluasi dan daftar
penjualan hasil lelang penjualan
kendaraan, apabila tidak setuju
menyerahkannya kepada Kabid
untuk diperbaiki, apabila setuju
|memberikan paraf dan
|memerintahkan untuk diumumkan
dan untuk dibuat telaah staf dan
draft SK Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional

= Tidak

Rekap hasil
penjualan secara
lefang

20 Menit

Rekap hasil
penjualan secara
lelang yang telah
diparaf Kaban

47

Kabid menyerahkan hasil lelang
yang telah dievaluasi dan daftar
penjualan hasil lelang penjualan
kendaraan yang telah disetujui
Kaban kepada kasubid dan
memerintahkan untuk diumumkan
dan untuk dibuat telaah staf dan
draft SK Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional

Rekap hasil
secara lelang
yang telah
diparaf Kaban

15 Menit

Rekap hasil
penjualan secara
lelang yang telah
diparaf Kaban dan

Kasubid menyerahkan hasil lelang
yang telah dievaluasi dan daftar
penjualan hasil lelang penjualan
kendaraan yang telah disetujul
Kaban kepada staf dan
memerintahkan untuk diumumkan
dan untuk dibuat telaah staf dan
draft SK Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional

Rekap hasil
secara lelang
yang telah
|diparaf Kaban
dan disposisi

15 Menit

Rekap hasil
HER secara
felang yang telah
diparaf Kaban dan
disposisi




Staf g kan hasil penjual Rekap hasil Pengumuman
lelang dan membuat telaah staf dan secara lelang hasil lelang, draft
49 |draft SK Penghapusan Kendaraan yang telah 2Jam telaah staf dan
Dinas Operasional kemudian diparaf Kaban draft SK
menyerahkan kepada Kasubid dan disposisi penghapusan
;
Kasubid memeriksa telaah staf dan
::::53:':::1: Ll':"a:f::::’:" Draft telash staf Draft telaah staf
50 : Tidak dan draft SK 20 Menit dan draft SK
setuju mengembalikannya kepada .
staf untuk diperbaiki apabila setuju penghapusan -
menyerahkan kepada Kabid %
3
Kabid memeriksa telaah staf dan
g:lsgp?r‘:;:fp::ie;:‘:r::“ Tidak Draft telaah staf Draft telaah staf
51 % K dan draft SK 10 Menit dan draft SK
setuju mengembalikannya kepada
Kasubid untuk diperbaiki apabita penghapisan petighapusan
setuju menyerahkan kepada Kaban -
Kaban memeriksa telaah staf dan Tidak
draft SK Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional apabila tidak Draft telaah staf
setuju mengemballkannya kepada Ya Draft telaah staf dan draft SK
52 |Kabid untuk diperbaiki apabila dan draft SK 1Jam penghapusan
setuju memaraf dan menyerahkan penghap yang telah diparaf
kepada Kaban untuk diserahkan Kaban
kepada Bagian Hukum untuk
dimintakan tanda tangan Walikota
Kabid menyerahkan telaah staf dan et Gelaahsiar Draft telaah staf
draft SK Penghapusan Kendaraan
dan draft SK dan draft SK
5 Dinas Operasional kepada Kasubid 15 Menit | penghapusan
untuk diserahkan kepada Baglan R
Hukum untuk dimintakan tanda \ﬂ_mg teah yang telah diparaf
tangan Walikota dipeeat kaban Kaban
ol e — ——
' / i # dan draft SK dan draft SK
sa |¥ aan Dinas Op al - penghapusan 16 Menit h
kepada staf untuk diserahkan b g
yang telah yang telah diparaf
kepada Bagian Hukum untuk diparaf Kaban Kaban
dimintakan tanda tangan Walikota
Staf menyerahkan telaah staf dan Draft telaah staf
draft SK Penghapusan Kendaraan dan draft SK
55 |Dinas Operasional kepada Bagian |penghapusan 30 Menit Tanda terima
Hukum untuk dimintakan tanda yang telah
tangan Walikota diparaf Kaban




Nomor SOP

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Ped: P lolaan Barang Milik Daerah
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 g Tata Cara Pembuk isasi, dan
Pelaporan Barang Millk Uaerah

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pencatatan
Persediaan

4, Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan

CIMAHI Iﬂ;’ﬂ_'ﬂrli‘.‘ltﬂ

& =
Disahkan Oleh

BADAN PENGEL KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
Nama S0P
DASAR HUKUM . . alifikasi Pelaksana %

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan

S— “IE h_..

persediaan rusak/usang

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis

4, Alat K
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apablia tidak dilaksanakan akan mengakibatkan k ketidak - — . L ”
ketidak ) dan keter dalam pengelolaan barang millk daerah R gene

MUTU BAKU
KOORDINATOR PEMBANTU
NO KEGIATAN PENGURUS BARANG PENg:}:::LBOn:MG PE::S:TMSI & PENGURUS KELENGEAPAN WAKTU OUTPUT KET
PENGELOLA PENGELOLA BARANG

A, PEMBUKUAN PENERIMAAN/PENGELUARAN PERSEDIAAN

1 |Koordinator pengurus barang rekapitulasi pencatatan 1 harl Tanda Terima

pengelola menerima data penerimaan dan

' [ per pengeluaran persediaan
dan pengeluaran persediaan serta serta berita acara stock
berita acara stock opname dari opname
pengurus barang pengguna

2 |Koordinator pengguna barang Realisasi Keuangan 1 hari Tanda Terima
pengelola meminta data realisasi
keuangan ke bidang akuntansl dan
perbendaharaan —%7 -

3 |Koordinator pada pengguna barang Data hasil kroscek 1 hart Laporan
pengelola melakukan kroscek data h Kroscek
rekapitulasi pencatatan penerimaan
dan pengeluaran persediaan serta
berita acara stock opname dengan
data realisasi keuangan

4 |Koordinator pada pengurus barang Laporan Kroscek 1 Hari Laporan
| pengeloia menyampaikan data Kroscek
rekapitulasi pencatatan penerimaan
dan pengeluaran persediaan serta ’
berita acara stock opname hasil
kroscek kepada pembantu pengurus
barang pengelola/kasubid

‘shaan

5 |Pembantu pengurus barang rekapitulasi pencatatan 1 Hari Laporan
pengelola (kasubid p haan) penerimaan dan pencatatan
|melakukan rekapitulasi data y pengeluaran persediaan penerimaan dan
| pencatatan penerimaan dan - serta berita acara stock pengeluaran
pengeluaran persediaan berita acara opname Semester persediaan
stock opname hasil kroscek dari berita acara
seluruh koordinator pada pengurus stock opname
barang pengelola setiap triwulan dan Semester
semester

& |Pembantu pengurus barang Laporan pencatatan 1Hari | TandaTerima
pengelola menyampaikan data penerimaan dan
rekapitulas] péncatatan penerimaan | pengeluaran persediaan
dan pengeluaran persediaan serta - J berita acara stock opname
berita acara stock opname hasil Semester
krascek kepada pengurus pengelola
setiap triwulan atau semester

7 |Pengurus barang pengelola Laporan pencatatan 1Hari | BA Rekonsiliasi
melakukan rekonsiliasi data dengan | . - penerimaan dan
pelak fungsi i peny pengeluaran persediaan
LKPD setiap bulan, triwulan dan berita acara stock opname
semester Semester dan Laporan

Realisasi Keuangan

8 |Pengurus barang pembantu X Berita acara rekonsiliasi 1 hari
melakukan rexlasifikasi persediaan
rusak/usang ke daftar bmd




B. PELAPORAN PERSEDIAAN

Pengururs barang pengeloa
menyusun draft laporan persediaan
bulanan dan semesteran berdasarkan
berita acara rekonsiliasi 2 dan berita
acara rekonsiliasi 4

1 hari

3 |Peme barang Y
draft laporan persediaan bulanan dan
semesteren kepada pejabat

1 hari

| |penatausahaan barang peng

Pejabat penatausahaan barang

3 |pengelola menyampaikan draft
laporan persediaan bulanan dan
semesteran kepada | lola barang

b

1 hari




-
&

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

32

243 Desember 2034

Desember 2024

f 2024

27 Tahun 7014 tentang Anlaan Rarang Milik Negara/Darrah

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah Kota Cimahi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pencatatan

| Persediaan

DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI
07101992011001
DASAR HUKUM TR 4’1 H \— aan Persediaan Pengguna Barang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas perut Py P Nomor |Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Ba lncﬁﬂ: D 174

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

1. S0P Sekretariat Badan 2. Internet

1. 50P Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis

4. Alat Komunikasi

F ATAN

|FENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka persediaan yang tidak dicatat dengan benar menyebabkan
ketidaksesuaian antara kondisi fisik barang, dan catatan administrasi

Disimpan sebagai | g F

Mutu Baku

No Kegiatan fahara Pengel P

Pembantu

g Barang
Pembantu

Kuasa Pengguna

Bagian Entitas Swiie

Pengguna Barang

Koordinator/
Binwil

Kelengkapan

Waktu

Output

A. PEMBUKUAN PENERIMAAN/PENGELUARAN PERSEDIAAN

menyampaikan data transaksi
i perolehan/pengadaan dan

Bendahara Pengeluaran

ber

sumber kepada pengurus barang
pembantu

1 hari

|pengurus barang pengguna mencatat
setiap ksi perolehan/pengad
barang dan pengeluaran persediaan
kedalam buku penerimaan
persediaan/pengeluaran

ha

Buku
penerimaan/pen

persedisan
barang

1hari

| pengurus barang pengguna melakukan
kapitulasi p tan persed

3 |penerimaan dan pengeluaran

persediaan pada setiap nomor urut

spesifikasi persediaan

i1

Kartu barang
persediaan

1 hari

B.PENYALURAN PERSEDIAAN

Pihak yang membutuhkan
1 yampaikan nota
kepada pengguna barang pengguna

‘

NP

1 Hari

pengurus barang pengguna
2 |mengajukan surat permintaan barang

kepada kuasa pengguna barang

SPB

2 Hart

| Pejabat penatausahaan pengguna

barang memberikan persetujuan atas

3 permintaan barang melalul surat

perintah penyaluran barang (SPPB)

disampaikan kepada pengurus barang
na

SPPa

3 Hari

pengurus barang pengguna

¥ barang
4 |berdasarkan sppb melalul berita acara
serah terima dalam penyaluran
in

4 Hari

C. PEMBUKUAN/PERSEDIAAN RUSAK/USANG

Pengurus barang pengguna melakukan
1 |rekdasifikasi persediaan rusak/usang ke
daftar bmd persediaan rusak/usang

Daftar BMD
Pemeriksaan
|rusak/usang

1 hari

pengurus barang pengguna
mengeluarkan daftar bmd persediaan
rusak/usang darl pencatatan

1 hari

persediaan rusak/usang yang tercatat
dalam daftar BMD persediaan rusak
3 stau usang dipindahtangankan,
dimusnahkan dan dihapuskan sesuai
deng peraturan
perundang undangan

1 hari

D. INVENTARISASI PERSEDIAAN

Pengurus barang pengguna melakukan
% fisik terhad .
1 |digudang atau tempat
yang belum dipakai setiap semester

HHEHEY

Berita acara
stock opname




Berita acara stock

fi isasi fisik di

1 |dijadikan sebagai dasar peny i 1 harl
i 2 y

akhir periode

E. REKONSILIASI PERSEDIAAN

Pengurus barang pengguna melakukan
konsiliasi data rekapitulasi
|pencatatan penerimaan dan Berita acara
|pengeluaran persediaan dan berita rekonsiliasi 1 Lt
acara stock opname dengan pengurus
barang pembantu

Pengurus barang pengguna melakukan
rekonsiliasi data rekapitulasi

2 pencatatan penerimaan dan Berita acara
pengeluaran persedizan dan berita Rekonsillasi 3
acara stock opname dengan pelaksana
fungsi akuntansi pada penguna barang

I

1 harl

Pengurus barang pengguna
¥ kan data rel tasi hd
pencatatan penerimaan dan - -

3 |pengeluaran persediaan dan berita

weara stock opname kepada

koordinator/binwil pada pengurus

barang pengelol

F. PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN

| Pengurus barang pengguna
N | menyampaikan berita acara rekonsiliasi 1 hari
3 kepada pengguna barang setiap

bulan dan

Pengguna barang menerima laporan l,
2 |persediaan dari kuasa pengguna 1hari

barang setiap bulan dan semester

Pengguna barang menyusun laporan

persediaan pengguna kepada
3 pengguna berdasarkan : 1. bérlta acara | lap. Persediaan
| rekonsiliasi 3 dan, 2. laporan pengguna

persediaan kuasa pengguna dari kuasa
pengguna barang

pengguna barang menyampaikan
laporan persediaan pengguna kepada
4 |pengelola barang melalui pejabat
penatausahaan barang setiap bula dan

|semester
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‘ Disahkan Oleh ,’ N 5 lola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN !l
DAN ASET DAERAH ‘1,_‘\
KOTA CIMAHI N\ 101982077001
Nama SOP %Hayuﬁhaan Persediaan Kuasa Pengguna Barang
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelak B

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uralan Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pencatatan Persediaan

Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

1. SOP Sekretariat Badan 2. Internet

2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset 3. Alat Tulis

4, Alat Komunikasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka persediaan yang tidak dicatat dengan benar
|menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik barang, dan catatan administrasi

dukung dokumen pengh |

Pelak Mutu Baku
Kasubid Inventarisasi
No Kegiatan
Kaban Kabid dan Pengamanan Staf Kelengkapan Waktu Cutput
Aset
1 Kaban memrintahkan untuk
pengelolaan barang milik daerah
2 Kabid bersama Kasubid dan Staf Peraturan- peraturan 3jam Natulen rapat
mengadakan rapat panitia t@.uns pengelolaan barang
persiapan sosialisasi/bimtek milik daerah
Pengelolaan Barang Daerah
3 Kasubid bersama Tim Pembinaan Draft SK Tim Pembinaan 1 5K Tim Pembinaan
dol ha,rmg k. SK | Pengelolaan Barang Daerah |minggu Pengelolaan Barang
wiitn pPembi dan' iy ke SKPD Daerah, undangan
dan
dangan jadwal F
| Pengelolaan Barang Milik Daerah Jadwal pembinaan
4 Staf mengirimkan undangan dan Undangan dan jadwal 1 hari Tanda terima
jadwal Pembinaan Pengelolaan | Pembinaan Pengelolaan
Barang Daerah ke seluruh SKPD " Barang Daerah




